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ABSTRAK 
 

Perubahan iklim, degradasi ekosistem laut, dan tekanan demografis global 

telah memperumit upaya pencapaian ketahanan pangan, terutama di emerging 

economies dengan ketergantungan tinggi pada sumber daya alam. Pada kondisi 

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara 

keberlanjutan ekonomi biru dan ketahanan pangan berbasis iklim dengan 

menekankan peran moderasi kualitas institusi di negara-negara anggota BRICS. 

Penelitian ini menggunakan data panel periode 2012–2024. Pendekatan 

ekonometrika panel dinamis Generalized Method of Moments diterapkan untuk 

mengatasi endogenitas, dinamika temporal, dan heterogenitas tak teramati. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa emisi karbon, energi terbarukan, dan ekonomi 

sirkular biru berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan ekonomi biru, sedangkan 

pengembangan teknologi berpengaruh positif. Selain itu, efektivitas pemerintahan 

memperkuat pengaruh negatif ekonomi sirkular biru terhadap keberlanjutan 

ekonomi biru, sementara kualitas regulasi mampu memperlemah dampak negatif 

tersebut. Pada model ketahanan pangan, keberlanjutan ekonomi biru dan 

pembentukan modal tetap bruto terbukti menurunkan prevalensi undernourishment, 

sedangkan emisi karbon, energi terbarukan, pertumbuhan penduduk, dan paparan 

risiko iklim meningkatkan prevalensi undernourishment. Hasil moderasi 

menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan memperkuat dampak negatif risiko 

iklim terhadap ketahanan pangan, sedangkan kualitas regulasi mampu 

memperlemah pengaruh tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris 

dengan mengintegrasikan keberlanjutan ekonomi biru, ketahanan pangan, dan 

kualitas institusional, serta perspektif teori pembangunan berkelanjutan dan 

maqashid al-syariah dalam satu kerangka analisis dinamis. Penelitian ini 

mengindikasikan pentingnya penguatan kualitas regulasi, pengembangan teknologi 

hijau, investasi produktif, serta integrasi kebijakan ekonomi biru dan ketahanan 

pangan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tengah tekanan 

perubahan iklim global. 

 

Kata Kunci: Keberlanjutan ekonomi biru; Ketahanan pangan; Kualitas 

institusional; Teori pembangunan berkelanjutan; Maqashid al-syariah   
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ABSTRACT 

 

Climate change, the degradation of marine ecosystems, and global demographic 

pressures have complicated efforts to achieve food security, particularly in 

emerging economies that depend heavily on natural resources. Against this 

backdrop, this study aims to analyze blue economy sustainability and climate-

resilient food security, with a focus on the moderating role of institutional quality 

in BRICS member states. This study utilizes panel data from the period 2012–2024. 

The System Generalized Method of Moments dynamic panel econometric approach 

is applied to address endogeneity, temporal dynamics, and unobserved 

heterogeneity. The results indicate that carbon emissions, renewable energy, and 

the blue circular economy negatively affect blue economic sustainability, whilst 

technological development positively affects it. Furthermore, government 

effectiveness amplifies the negative impact of the blue circular economy on blue 

economic sustainability, whilst regulatory quality mitigates this negative effect. In 

the food security model, blue economic sustainability and gross fixed capital 

formation were found to reduce the prevalence of undernourishment, whereas 

carbon emissions, renewable energy, population growth, and exposure to climate 

risks increased of. Moderation results indicate that government effectiveness 

amplifies the negative impact of climate risk on food security, whilst regulatory 

quality mitigates this effect. This study makes an empirical contribution by 

integrating blue economy sustainability, food security, and institutional quality, 

alongside perspectives from sustainable development theory and maqashid al-

sharia, within a single dynamic analytical framework. This study highlights the 

importance of strengthening regulatory quality, developing green technology, 

making productive investments, and integrating blue economy and food security 

policies to support sustainable development amidst the pressures of global climate 

change. 

 

Keywords: Blue economy sustainability; Food security; Institutional quality; 

Sustainable development theory; Maqashid al-Sharia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi pertanian modern telah memperluas frontier 

produktivitas dan memperkuat stabilitas pasokan pangan global, terutama di negara 

berkembang. Bukti tersebut dapat dilihat melalui peningkatan hasil, efisiensi input, 

serta kapasitas adaptasi terhadap tekanan agroekologis (Domínguez-Hernández 

dkk., 2022; Findiastuti dkk., 2017). Data dari Food and Agriculture Organization 

(FAO) pada 2018 mencerminkan bahwa di level agregat, produksi pangan dunia 

mencapai 9,751 miliar ton (FAO, 2019).  

Menurut Food and Agriculture Organization, ketahanan pangan adalah 

kondisi ketika seluruh masyarakat memiliki akses secara fisik, sosial maupun 

ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, serta sesuai dengan 

kebutuhan dan preferensi konsumsi mereka, sehingga dapat menjalani kehidupan 

yang aktif dan sehat (Alabi & Ngwenyama, 2023; FAO, 2025; Holland, 2020). 

Namun, narasi kemajuan produksi ini semakin tidak memadai untuk menjelaskan 

dinamika ketahanan pangan kontemporer. Sebab perkembangan teknologi juga 

memperkuat perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, dan tekanan 

lingkungan. Tindakan tersebut secara simultan mengganggu keberlanjutan 

produksi, menekan pendapatan rumah tangga, dan memperlebar jurang akses 

pangan (IPCC, 2019; Myers dkk., 2017). Laporan WFP’s Global Outlook for 2026 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang menghadapi kerawanan pangan akut 

meningkat sekitar 20% sejak 2020. Artinya kapasitas produksi belum otomatis 
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bertransformasi menjadi perbaikan akses dan keterjangkauan pangan (World Food 

Programme, 2025).  

Di sisi lain, degradasi lahan akibat praktik produksi dan tata kelola agrifood 

yang tidak berkelanjutan kini menjadi penekan struktural bagi produktivitas 

pertanian dan ketahanan pangan (FAO, 2019; Ramankutty dkk., 2018). FAO (2025) 

menegaskan bahwa ekspansi pertanian masih menjadi pendorong utama deforestasi 

global yang mencapai hampir 90% kehilangan hutan. Alhasil, strategi ketahanan 

pangan berbasis perluasan lahan semakin tidak kompatibel dengan agenda stabilitas 

ekosistem. Berangkat dari keadaan daratan yang semakin memburuk, diversifikasi 

sumber pangan ke sistem perairan menjadi relevan karena ruang daratan makin 

mahal secara ekologis. Selain itu, lautan menutupi 71% permukaan bumi dan 

membentuk biosfer terbesar, menyediakan basis produksi pangan biru (perikanan–

akuakultur) sekaligus jasa regulasi iklim (Kathijotes, 2013).  

Secara global, kontribusi ekonomi laut sangat signifikan. OECD 

memperkirakan nilai ekonomi laut mencapai sekitar US$1,5 triliun per tahun dan 

diproyeksikan meningkat lebih dari empat kali lipat pada 2030 (Ridzuan dkk., 

2022). Sekitar sepertiga nilai tersebut berasal dari minyak dan gas lepas pantai, 

sementara dua pertiga lainnya berasal dari pariwisata pesisir, perdagangan maritim, 

dan infrastruktur pelabuhan (MIDA, 2021). Menurut World Bank, ekonomi biru 

adalah pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan lapangan kerja, serta 

menjaga kesehatan ekosistem laut (Germond-Duret, 2022). Pada titik inilah 

ekonomi biru memperoleh relevansi strategis. Ekonomi biru dapat memperluas 
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pasokan protein akuatik, memperkuat mata pencaharian pesisir, dan meningkatkan 

resiliensi sistem pangan di negara kepulauan. Ditambah, berpotensi menjadi lapisan 

penyangga ketika sistem pangan darat mengalami tekanan beruntun akibat iklim 

dan konflik (Febrina dkk., 2025). 

Meski demikian, supaya ekonomi biru bisa menjadi penyangga ketahanan 

pangan, pengembangannya perlu menautkan pertumbuhan dengan pemerataan 

manfaat komunitas dan integritas ekosistem (Nayak, 2024; World Ocean Initiative, 

2020). Contohnya, kontribusi sektor akuakultur terhadap gizi dan pengurangan 

kemiskinan bersifat kontekstual dan bergantung pada desain kebijakan, tata kelola, 

dan distribusi akses (Béné dkk., 2015; Campbell dkk., 2017). Sementara 

perlindungan ekosistem pesisir seperti padang lamun dapat memperkuat ketahanan 

pangan bahkan iklim melalui peningkatan penyerapan dan penyimpanan karbon 

(Pires Manso dkk., 2023). 

Berangkat dari keterbatasan ekologis daratan yang mendorong urgensi 

diversifikasi sumber pangan menuju sistem perairan dan ekonomi biru sebagai 

penyangga ketahanan pangan-iklim, pemilihan negara anggota BRICS menjadi 

masuk akal. Kelompok ini merepresentasikan titik temu antara tekanan lingkungan, 

kebutuhan pangan skala besar, dan kapasitas transformasi struktural. Anggota 

BRICS dikategorikan sebagai klaster emerging economies dengan bobot 

demografis dan ekonomi yang dominan, karena mencakup hampir separuh populasi 

global dan sekitar dua perlima output ekonomi dunia pada tahun 2025 (lihat tabel 

I.1) (World Bank, 2025).  
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BRICS saat ini merepresentasikan sekitar 49% populasi dunia dan 23% 

perdagangan internasional, sehingga menjadikannya aktor utama dalam 

menentukan arah permintaan pangan, perdagangan komoditas, dan investasi global 

(Banco Central do Brasil, 2026). Pada tahun 2024, perekonomian BRICS secara 

kolektif tumbuh 4%, sedangkan pertumbuhan ekonomi dunia berada pada level 

3,3%. Selain itu, data IMF menunjukkan bahwa BRICS menyumbang sekitar 40% 

dari total perekonomian global berdasarkan ukuran Purchasing Power Parity (PPP) 

pada 2024 (Mayara Souto, 2025). Sedangkan di tahun 2025 mencapai sekitar 41% 

(International Monetary Fund, 2026).  

Tabel I.1. Persentase populasi dan Produk Domestik Bruto (PDB)  

di negara BRICS 

Tahun Populasi PDB (PPP) 

2020 42% 32.1% 

2021 42% 32.8% 

2022 42% 35.6% 

2023 46% 37.8% 

2024 48% 40.0% 

2025 49% 41.0% 

Sumber: International Monetary Fund (2026) 

Selain itu, pertimbangan lain dalam pemilihan negara BRICS dapat dilihat 

dari potensi perekonomian laut yang cukup baik. Sebagian besar anggota BRICS 

seperti China, India, Indonesia, Brasil, dan Afrika Selatan merupakan negara 

dengan wilayah pesisir luas, akses strategis terhadap jalur maritim, serta 

kepemilikan sumber daya laut yang unggul. Gambar I.1 menunjukkan bahwa rata-

rata indeks keberlanjutan ekonomi biru negara-negara BRICS cenderung 

mengalami peningkatan yang relatif stabil sepanjang periode 2012–2022. Hasil 

tersebut mencerminkan adanya kemajuan bertahap dalam adopsi kebijakan 
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ekonomi biru, pengelolaan sumber daya laut, serta integrasi agenda keberlanjutan 

ke dalam strategi pembangunan nasional.  

Meskipun tampak pula penurunan tajam indeks pada periode 2023–2024, 

keadaan itu menunjukkan adanya guncangan struktural yang kemungkinan dipicu 

oleh intensifikasi risiko iklim, ketidakstabilan ekonomi global, serta tekanan 

terhadap kapasitas institusional dalam menjaga konsistensi kebijakan 

keberlanjutan. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk menguji bagaimana strategi 

ketahanan pangan dapat beralih dari ekspansi lahan menuju pemanfaatan sumber 

daya perairan berkelanjutan (Bagci dkk., 2025; Ozturk, 2015). Lebih dari itu, kerja 

sama BRICS dalam sains, teknologi, dan perdagangan pertanian memiliki potensi 

besar untuk menstabilkan pasokan pangan global (Ren dkk., 2020). Dengan 

demikian, keadaan tersebut memungkinkan analisis yang relevan secara global 

mengenai bagaimana ekonomi biru, inovasi teknologi, dan kerja sama antar negara 

dapat diorkestrasikan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan (Alam dkk., 

2025; Balsalobre-Lorente dkk., 2019; Ren dkk., 2020). 

 

Gambar I.1. Rata-rata indeks keberlanjutan ekonomi biru negara BRICS 

Sumber: United Nations Environment Programme, (2025) 
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Fakta lain pemilihan anggota BRICS sebagai kajian penelitian ini dapat 

dianalisis melalui Gambar I.2 yang merepresentasikan Prevalence of 

Undernourishment (PoU) sebagai indikator ketahanan pangan.1 Berdasarkan grafik 

tersebut, rata-rata PoU anggota BRICS menurun secara bertahap sepanjang 2013–

2018 yang mengindikasikan perbaikan kondisi ketahanan pangan agregat pada 

periode tersebut. Namun, tren ini berbalik setelah 2019 dengan peningkatan PoU 

hingga mencapai puncaknya pada 2022–2023, sebelum kembali sedikit menurun 

pada 2024.  

Pola ini mengindikasikan bahwa guncangan seperti pandemi, intensifikasi 

risiko iklim, disrupsi rantai pasok pangan global, serta tekanan ekonomi telah 

memperbesar kerentanan pangan meskipun kapasitas produksi dan teknologi 

pertanian terus berkembang. Solusi yang efektif perlu menuntut atensi berskala 

global dalam peningkatan produksi. Temuan data PoU menjadikan pemilihan 

negara BRICS semakin menarik untuk dijadikan sebagai subjek penelitian.  

 

Gambar I.2. Rata-rata indeks ketahanan pangan negara BRICS 

Sumber: Food and Agriculture Organization, (2025) 

 
1 Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah persentase penduduk yang mengalami kekurangan 

gizi sehingga kenaikan nilai indeks justru mencerminkan memburuknya ketahanan pangan, 

sedangkan penurunan nilai menunjukkan perbaikan akses dan kecukupan pangan. 
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Ekonomi biru memang menjanjikan peningkatan produktivitas perikanan, 

pariwisata pesisir, dan energi terbarukan berbasis laut, tetapi di negara BRICS 

terbentuk konfigurasi struktural yang kompleks. Hal tersebut ditandai oleh skala 

kebutuhan pangan besar, tekanan lingkungan pesisir, dinamika makroekonomi, dan 

transisi energi yang tidak seragam (Eikeset dkk., 2018). Negara BRICS memiliki 

peran yang signifikan. Kawasan ini menjadi produsen utama perikanan tangkap dan 

akuakultur dunia. Kontribusi tersebut menjadikan negara-negara BRICS sebagai 

aktor kunci dalam menjaga pasokan pangan laut global. Peran dominan ini tidak 

hanya berdampak pada ketahanan pangan nasional, tetapi juga memengaruhi 

stabilitas harga dan keberlanjutan sumber daya perikanan internasional. 

Bila dilihat dari teori pembangunan keberlanjutan sebagai Agenda 2030 yang 

diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Agenda 

tersebut mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals) yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan 

multidimensional dunia, termasuk isu ketahanan pangan. Secara konseptual, 

pembangunan berkelanjutan berlandaskan prinsip sosial, ekonomi, dan lingkungan 

yang saling terintegrasi (Alatorre dkk., 2025; Bossel, 1999). Melalui agenda ini, 

negara-negara di dunia berkomitmen untuk menghapus kemiskinan, melindungi 

keberlanjutan planet, serta memastikan terciptanya kesejahteraan dan perdamaian 

bagi seluruh masyarakat. Secara pengertian klasiknya, pembangunan berkelanjutan 

dijelaskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang 

tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi 

kebutuhannya (Brundtland, 1989; Shi dkk., 2019). 
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Berangkat dari kerangka konseptual tersebut, keberlanjutan ekonomi biru 

dapat dipahami sebagai salah satu pendekatan strategis yang mendukung 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam memperkuat 

ketahanan pangan. Secara operasional, implementasi keberlanjutan ekonomi biru 

dan ketahanan pangan dalam penelitian ini berorientasi pada empat dari tujuh belas 

tujuan SDGs. Pertama, tujuan kesembilan SDGs (industri, inovasi, dan teknologi) 

diwakilkan dengan variabel pengembangan teknologi dan pembentukan modal 

tetap bruto yang mencerminkan kapasitas inovatif sektor kelautan (Liu dkk., 2022; 

Spalding, 2016). Kedua, tujuan kesebelas SDGs (kota dan komunitas 

berkelanjutan) diproksikan dengan variabel pertumbuhan penduduk sebagai 

indikator tekanan demografis terhadap sumber daya pesisir (Febrina dkk., 2025). 

Ketiga, tujuan keduabelas SDGs (konsumsi dan produksi yang bertanggung 

jawab) diukur melalui variabel ekonomi sirkular biru yang mengintegrasikan 

prinsip efisiensi sumber daya dalam rantai nilai kelautan (Geissdoerfer dkk., 2017; 

Lee dkk., 2020; Pauliuk, 2018). Terakhir, tujuan ketigabelas SDGs (tindakan iklim) 

dioperasionalisasikan melalui variabel emisi karbon, pengembangan energi 

terbarukan, dan indeks paparan risiko iklim yang secara kolektif menggambarkan 

dimensi keberlanjutan lingkungan dalam sistem produksi pangan berbasis laut 

(Kathijotes, 2013; Yates dkk., 2015; Bennett dkk., 2019; Lee dkk., 2020; Pires 

Manso dkk., 2023).  

Di samping keempat dimensi tersebut, kualitas tata kelola kelembagaan 

merupakan faktor determinan yang memegang peranan krusial dalam keberhasilan 

implementasi keberlanjutan ekonomi biru. Efektivitas program tersebut secara 
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substansial ditentukan oleh kapasitas institusional dalam merumuskan regulasi 

yang adaptif, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta mengoordinasikan 

seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem ekonomi biru demi 

menjamin ketahanan pangan secara berkelanjutan (Bennett dkk., 2019; Oyelami 

dkk., 2023a). Pada kerangka teori pembangunan berkelanjutan, dimensi 

kelembagaan ini sejalan dengan SDG ke-16 (perdamaian, keadilan, dan 

kelembagaan kuat) yang dioperasionalisasikan melalui dua indikator, yakni 

efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi (Febrina dkk., 2025; Shah, 2022). 

Kedua indikator tersebut secara konseptual mencerminkan kemampuan negara 

dalam menciptakan lingkungan tata kelola yang kondusif bagi pengembangan 

ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan. 

Beberapa kajian sebelumnya menunjukkan bahwa kinerja ekonomi biru 

dipengaruhi oleh kualitas lingkungan, transisi energi, kemajuan teknologi, dan 

investasi (Aimon dkk., 2021; Bose, 2022; Ebarvia, 2016; Eikeset dkk., 2018; 

Febrina dkk., 2025; Karimi dkk., 2025; Kathijotes, 2013; World Ocean Initiative, 

2020). Hasil tersebut menjelaskan bahwa polusi dan degradasi ekosistem laut secara 

signifikan menghambat produktivitas sektor perikanan, pariwisata pesisir, serta 

energi terbarukan berbasis laut. Sementara ekosistem yang sehat berperan sebagai 

fondasi utama keberlanjutan ekonomi biru. 

Studi lain menegaskan bahwa energi terbarukan mampu meningkatkan 

produktivitas sektor maritim, memitigasi dampak lingkungan, sekaligus menjadi 

sarana pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil (Febrina dkk., 2025; 

Hakim dkk., 2025; Hammar dkk., 2012; Kurmanov dkk., 2025; Pires Manso dkk., 
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2023; Yates dkk., 2015). Bukti tambahan menunjukkan bahwa pergeseran dari batu 

bara menuju energi surya dan sumber terbarukan lainnya berdampak pada 

penurunan emisi dan perbaikan kualitas lingkungan laut (Aimon dkk., 2021; 

Kurniadi dkk., 2024). Kemajuan teknologi maritim seperti sistem pemantauan 

berbasis data, sensor bawah air, dan inovasi digital juga mampu meningkatkan 

efisiensi operasional ekosistem laut (Kurniadi dkk., 2024; Samad & Abbasi, 2022; 

Sethi dkk., 2024; Vedachalam dkk., 2019).  

Sementara itu, investasi memainkan langkah dalam menyediakan modal bagi 

infrastruktur, adopsi teknologi, dan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan 

(Appiah dkk., 2023; Ebarvia, 2016; Spalding, 2016). Ketersediaan modal 

memungkinkan peningkatan kapasitas pelabuhan, sarana logistik laut, serta fasilitas 

pendukung perikanan dan pariwisata pesisir. Selain itu, investasi mendorong adopsi 

teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di sektor kelautan. Investasi juga 

berperan dalam memperkuat tata kelola dan pengelolaan sumber daya laut secara 

berkelanjutan. Dukungan pendanaan memungkinkan penerapan kebijakan 

konservasi, pengawasan aktivitas maritim, serta rehabilitasi ekosistem pesisir dan 

laut. 

Adapun temuan lain menunjukkan bahwa ekonomi sirkular biru semakin 

dipandang sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan keberlanjutan 

ekonomi biru. Hal tersebut dilakukan melalui pengurangan limbah, efisiensi sumber 

daya, dan pemanfaatan kembali material dalam sektor perikanan, akuakultur, dan 

industri pesisir (Geissdoerfer dkk., 2017; Lee dkk., 2020; Pauliuk, 2018). Temuan 

lain memperlihatkan bahwa praktik sirkular di sektor kelautan mampu menekan 
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tekanan ekologis dan meningkatkan kinerja keberlanjutan ekonomi biru, terutama 

di negara berkembang dan emerging economies dengan intensitas eksploitasi 

sumber daya laut yang tinggi (Bennett dkk., 2019; Calisto Friant dkk., 2020).  

Sebaliknya, efektivitas ekonomi sirkular biru dalam mendorong keberlanjutan 

ekonomi biru bergantung pada kualitas institusi, karena kualitas institusional 

menentukan konsistensi regulasi, penegakan hukum lingkungan, dan penciptaan 

insentif bagi adopsi praktik sirkular, sehingga berperan sebagai moderasi (Abell 

dkk., 1992; Aguilera dkk., 2018; Aoki, 2011; Li & Abiad, 2021).  

Pada dimensi ketahanan pangan, paparan risiko iklim terbukti meningkatkan 

kerentanan sistem pangan melalui gangguan produksi, distribusi, dan stabilitas 

harga, terutama di negara-negara BRICS yang menghadapi frekuensi kejadian iklim 

ekstrem dan tekanan demografis tinggi (IPCC, 2023; Myers dkk., 2017). Sejumlah 

studi menunjukkan bahwa peningkatan paparan risiko iklim secara signifikan 

memperburuk indikator ketahanan pangan, baik melalui penurunan ketersediaan 

pangan maupun akses ekonomi rumah tangga (Hallegatte dkk., 2019; Porter dkk., 

2015). Peran kualitas institusional kembali menjadi krusial, karena kapasitas 

pemerintahan dan kualitas regulasi menentukan kemampuan negara dalam 

mengelola risiko iklim melalui kebijakan adaptasi, perlindungan sosial, dan 

stabilisasi sistem pangan (Béné dkk., 2019; Cinner dkk., 2018).  

Kerangka pembangunan berkelanjutan yang dioperasionalisasikan melalui 

tujuan SDGs sebagaimana diuraikan di atas memberikan fondasi empiris yang 

komprehensif dalam mengukur keberlanjutan ekonomi biru dan ketahanan pangan. 

Namun, pendekatan tersebut dipandang belum sepenuhnya mengakomodasi 
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dimensi nilai dan moralitas yang menjadi landasan normatif dalam sistem 

perekonomian berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan 

kerangka maqashid al-syariah sebagai landasan filosofis yang melengkapi 

pendekatan pembangunan berkelanjutan (Mustofa dkk., 2025). 

Secara etimologis, maqashid al-syariah berarti tujuan syariat Islam yang oleh 

para ulama ushul fiqh klasik dirumuskan sebagai upaya perlindungan terhadap lima 

elemen pokok kehidupan manusia (al-kulliyyāt al-khams), yakni perlindungan 

terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ 

al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) (Ashafa, 2025; Tumiran dkk., 2025). Pada 

penelitian ini, pencapaian ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi biru secara 

inheren bersinggungan dengan dua elemen fundamental maqashid al-syariah, yaitu 

perlindungan jiwa dan perlindungan harta. Perlindungan jiwa menuntut 

terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, bergizi, dan berkelanjutan bagi 

seluruh lapisan masyarakat, sementara perlindungan harta mengisyaratkan 

pengelolaan sumber daya ekonomi termasuk kelautan secara produktif, adil, dan 

bertanggung jawab lintas generasi (Muttaqin, 2025). Dengan demikian, integrasi 

maqashid al-syariah dalam penelitian ini bukan sekadar ornamen normatif, 

melainkan kerangka nilai substantif dalam memperkuat urgensi keberlanjutan 

ekonomi biru dan ketahanan pangan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, ruang lingkup penelitian ini disusun 

dalam dua dimensi utama. Pertama, penelitian menganalisis determinan 

keberlanjutan ekonomi biru melalui pengujian pengaruh emisi karbon, energi 

terbarukan, pengembangan teknologi, dan ekonomi sirkular biru terhadap 
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keberlanjutan ekonomi biru. Kedua, penelitian ini menganalisis determinan 

ketahanan pangan dengan menempatkan keberlanjutan ekonomi biru sebagai 

variabel utama, disertai variabel ekonomi dan sosial lainnya, yaitu emisi karbon, 

energi terbarukan, pembentukan modal tetap bruto, pertumbuhan penduduk, serta 

paparan risiko iklim. Selain pengaruh langsung, penelitian ini juga memperluas 

analisis dengan memasukkan kualitas institusional sebagai variabel moderasi yang 

direpresentasikan oleh efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada pembangunan model empiris 

terintegrasi yang menghubungkan determinan keberlanjutan ekonomi biru 

sekaligus ketahanan pangan dalam satu kerangka analisis. Selain itu, juga 

memasukkan kualitas institusional sebagai variabel moderasi. Studi sebelumnya 

umumnya menguji hubungan antarvariabel tersebut secara terpisah. Penelitian ini 

mengisi kesenjangan literatur dengan menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi 

biru dan ketahanan pangan merupakan dua agenda yang saling berkaitan, serta 

keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan dan 

regulasi publik. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda strategis global yang tidak 

hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan 

dan kesejahteraan sosial secara simultan, sebagaimana tercermin dalam Agenda 

2030 PBB yang memuat 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Pada 

kerangka tersebut, keberlanjutan ekonomi biru dipandang sebagai salah satu 
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pendekatan strategis yang mendukung pencapaian SDGs, khususnya SDG ke-9 

(industri, inovasi, dan teknologi), SDG ke-11 (kota dan komunitas berkelanjutan), 

SDG ke-12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), dan SDG ke-13 

(tindakan iklim), sekaligus berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan 

global. Secara konseptual, keberlanjutan ekonomi biru mengupayakan optimalisasi 

pemanfaatan sumber daya kelautan tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem, 

sejalan dengan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yang memenuhi 

kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi 

mendatang. 

Ketahanan pangan hingga saat ini masih menjadi tantangan krusial yang 

dihadapi banyak negara, terutama di tengah meningkatnya tekanan perubahan 

iklim, pertumbuhan populasi, degradasi lingkungan, serta ketidakstabilan ekonomi 

global. Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi 

biru memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan ketahanan pangan, karena 

ekosistem laut dan pesisir yang sehat merupakan fondasi utama bagi ketersediaan, 

aksesibilitas, dan stabilitas pasokan pangan berbasis sumber daya kelautan. Namun 

demikian, hubungan tersebut tidak bersifat sederhana, melainkan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor struktural yang saling berinteraksi. 

Bila dilihat dari sisi determinan keberlanjutan ekonomi biru, sejumlah kajian 

empiris menunjukkan bahwa polusi dan degradasi ekosistem laut yang tercermin 

dalam tingginya emisi karbon secara signifikan menghambat produktivitas sektor 

perikanan, pariwisata pesisir, dan energi terbarukan berbasis laut, sehingga 

memberi dasar argumentasi bahwa emisi karbon berpengaruh negatif terhadap 
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keberlanjutan ekonomi biru. Di sisi lain, meskipun energi terbarukan secara teoritis 

mampu memitigasi dampak lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada 

bahan bakar fosil di sektor maritim, namun proses transisi energi dalam jangka 

pendek masih menanggung biaya adaptasi tinggi dan keterbatasan kesiapan 

infrastruktur. Alhasil pengaruhnya terhadap keberlanjutan ekonomi biru dalam 

jangka pendek belum tentu bersifat positif. Kemajuan teknologi maritim seperti 

sistem pemantauan berbasis data, sensor bawah air, dan inovasi digital terbukti 

mampu meningkatkan efisiensi operasional ekosistem laut, sehingga 

pengembangan teknologi diargumentasikan berpengaruh positif terhadap 

keberlanjutan ekonomi biru. Sementara itu, ekonomi sirkular biru yang 

mengintegrasikan prinsip efisiensi sumber daya dalam rantai nilai kelautan 

dipandang sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan keberlanjutan 

ekonomi biru, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kematangan 

implementasi dan kualitas tata kelola institusional yang menyertainya. 

Pada variabel ketahanan pangan, keberlanjutan ekonomi biru yang kuat 

diyakini berkontribusi pada ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan dari sumber 

daya laut dan pesisir, sehingga berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan. 

Emisi karbon yang tinggi dan paparan risiko iklim terbukti memperburuk indikator 

ketahanan pangan melalui gangguan produksi, distribusi, dan stabilitas harga 

pangan. Investasi produktif yang tercermin melalui pembentukan modal tetap bruto 

berperan dalam menyediakan modal bagi infrastruktur, adopsi teknologi, dan 

pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga diargumentasikan mampu 

memperkuat ketahanan pangan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menciptakan 
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tekanan permintaan pangan yang melampaui kapasitas produksi, sehingga 

berpotensi memperburuk kondisi ketahanan pangan terutama di negara 

berkembang. 

Pada seluruh variabel tersebut, kualitas institusional yang 

dioperasionalisasikan melalui efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi 

memainkan peran moderasi yang krusial. Kapasitas institusional dalam 

merumuskan regulasi adaptif, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta 

mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan menentukan sejauh mana 

implementasi keberlanjutan ekonomi biru dan kebijakan adaptasi iklim mampu 

menghasilkan dampak optimal terhadap ketahanan pangan. Efektivitas ekonomi 

sirkular biru dalam mendorong keberlanjutan ekonomi biru bergantung pada 

konsistensi regulasi dan penegakan hukum lingkungan. Sementara itu, kemampuan 

negara dalam mengelola risiko iklim melalui kebijakan adaptasi dan stabilisasi 

sistem pangan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan dan regulasi 

publik. 

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih didominasi oleh 

pendekatan pembangunan berkelanjutan yang bersifat sekuler dan antroposentris, 

sehingga belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi nilai dan moralitas sebagai 

landasan normatif dalam pembangunan ekonomi. Penelitian ini mengisi 

kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan perspektif maqashid al-syariah 

sebagai kerangka nilai substantif yang melengkapi pendekatan pembangunan 

berkelanjutan. Pencapaian ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi biru 

secara inheren bersinggungan dengan perlindungan jiwa yang menuntut 
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terpenuhinya kebutuhan pangan cukup, bergizi, dan berkelanjutan. Kemudian 

perlindungan harta yang mengisyaratkan pengelolaan sumber daya kelautan secara 

produktif, adil, dan bertanggung jawab lintas generasi. Berdasarkan rangkaian 

argumentasi teoritis dan empiris tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh emisi karbon terhadap keberlanjutan ekonomi biru? 

2. Bagaimana pengaruh energi terbarukan terhadap keberlanjutan ekonomi biru? 

3. Bagaimana pengaruh pengembangan teknologi terhadap keberlanjutan ekonomi 

biru? 

4. Bagaimana pengaruh ekonomi sirkular biru terhadap keberlanjutan ekonomi 

biru? 

5. Bagaimana pengaruh keberlanjutan ekonomi biru terhadap ketahanan pangan? 

6. Bagaimana pengaruh emisi karbon terhadap ketahanan pangan? 

7. Bagaimana pengaruh energi terbarukan terhadap ketahanan pangan? 

8. Bagaimana pengaruh pembentukan modal tetap bruto terhadap ketahanan 

pangan? 

9. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap ketahanan pangan? 

10. Bagaimana pengaruh paparan risiko iklim terhadap ketahanan pangan? 

11. Bagaimana pengaruh kualitas institusional yang direpresentasikan oleh 

efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi memoderasi hubungan antara 

ekonomi sirkular biru dan keberlanjutan ekonomi biru? 
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12. Bagaimana pengaruh kualitas institusional yang direpresentasikan oleh 

efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi memoderasi hubungan antara 

paparan risiko iklim dan ketahanan pangan?  

 

 1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai 

determinan keberlanjutan ekonomi biru terhadap ketahanan pangan dalam kerangka 

pembangunan berkelanjutan. Secara lebih spesifik, penelitian ini mengkaji peran 

emisi karbon, energi terbarukan, pengembangan teknologi, ekonomi sirkular biru, 

keberlanjutan ekonomi biru, pembentukan modal tetap bruto, pertumbuhan 

penduduk, paparan risiko iklim, serta kualitas institusional terhadap ketahanan 

pangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya literatur 

akademik dengan mengintegrasikan perspektif maqashid al-syariah sebagai 

landasan normatif dalam memahami hubungan antara keberlanjutan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Adapun 

secara rinci tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh energi terbarukan terhadap keberlanjutan ekonomi biru. 

2. Menganalisis pengaruh pengembangan teknologi terhadap keberlanjutan 

ekonomi biru. 

3. Menganalisis pengaruh ekonomi sirkular biru terhadap keberlanjutan ekonomi 

biru. 

4. Menganalisis pengaruh keberlanjutan ekonomi biru terhadap ketahanan pangan. 
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5. Menganalisis pengaruh emisi karbon terhadap ketahanan pangan. 

6. Menganalisis pengaruh energi terbarukan terhadap ketahanan pangan. 

7. Menganalisis pengaruh pembentukan modal tetap bruto terhadap ketahanan 

pangan. 

8. Menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap ketahanan pangan. 

9. Menganalisis pengaruh paparan risiko iklim terhadap ketahanan pangan. 

10. Menganalisis peran moderasi kualitas institusional yang direpresentasikan oleh 

efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi dalam hubungan antara ekonomi 

sirkular biru dan keberlanjutan ekonomi biru. 

11. Menganalisis peran moderasi kualitas institusional yang direpresentasikan oleh 

efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi dalam hubungan antara paparan 

risiko iklim dan ketahanan pangan. 

12. Menganalisis pengaruh emisi karbon terhadap keberlanjutan ekonomi biru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan baik secara 

teoretis maupun praktis dalam pengembangan kajian keberlanjutan ekonomi biru, 

ketahanan pangan, dan tata kelola institusional di tengah tantangan perubahan iklim 

global. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan 

akademik dan kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi biru 

yang berkelanjutan, adaptif terhadap risiko iklim, serta berorientasi pada penguatan 

ketahanan pangan jangka panjang. 

1. Manfaat Teoretis 
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Penelitian ini memperkaya khazanah literatur ekonomi pembangunan dan 

ekonomi lingkungan dengan mengintegrasikan konsep keberlanjutan ekonomi biru, 

ketahanan pangan, dan paparan risiko iklim dalam satu kerangka analitis yang 

komprehensif. Kontribusi utama terletak pada pengujian peran kualitas 

institusional, khususnya efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi sebagai 

variabel moderasi yang menjelaskan bagaimana kapasitas institusional 

memengaruhi efektivitas ekonomi sirkular biru dan mitigasi risiko iklim. Temuan 

penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan teori pembangunan 

berkelanjutan dalam ranah ekonomi kelautan dan sistem pangan. 

2. Manfaat Metodologis 

Penelitian ini memberikan kontribusi metodologis melalui penerapan 

pendekatan empiris berbasis data panel lintas negara dan model ekonometrika yang 

mampu menangkap hubungan langsung maupun moderasi antarvariabel. 

Pendekatan ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam 

mengkaji isu keberlanjutan, ekonomi biru, dan ketahanan pangan dengan 

mempertimbangkan heterogenitas institusional dan dinamika risiko iklim. 

3. Manfaat Praktis dan Kebijakan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan strategis bagi pemerintah 

dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan ekonomi biru yang 

berkelanjutan dan berbasis bukti. Temuan terkait peran energi terbarukan, 

pembangunan teknologi, ekonomi sirkular, serta kualitas institusi dapat digunakan 

untuk merancang kebijakan yang lebih terintegrasi antara sektor kelautan, 

lingkungan, dan pangan. Selain itu, pemahaman mengenai peran moderasi kualitas 
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institusi terhadap risiko iklim diharapkan membantu pemerintah dalam 

meningkatkan efektivitas kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim guna 

memperkuat ketahanan pangan nasional. 

4. Manfaat bagi Pemangku Kepentingan dan Akademisi 

Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini menyediakan landasan empiris dan 

konseptual untuk pengembangan riset lanjutan di bidang ekonomi biru dan 

ketahanan pangan berbasis iklim. Bagi pemangku kepentingan, termasuk sektor 

swasta dan organisasi pembangunan, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan 

sebagai dasar perencanaan investasi berkelanjutan, pengembangan teknologi 

adaptif, dan penguatan rantai pasok pangan laut yang resilien terhadap perubahan 

iklim. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan penelitian ini disusun untuk memberikan alur 

pembahasan yang sistematis, logis, dan terintegrasi dalam mengkaji hubungan 

antara keberlanjutan ekonomi biru, risiko iklim, ketahanan pangan, serta peran 

kualitas institusi. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan urgensi 

kajian keberlanjutan ekonomi biru y dalam konteks perubahan iklim dan ketahanan 

pangan global. Bab ini juga memuat identifikasi dan perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai kerangka awal 

penelitian. 
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2. Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretis 

Bab ini membahas landasan teori yang relevan dengan penelitian, meliputi 

konsep keberlanjutan ekonomi biru, ketahanan pangan, emisi karbon, energi 

terbarukan, pembangunan teknologi, ekonomi sirkular, risiko iklim, serta kualitas 

institusi. Selain itu, bab ini mengulas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

topik penelitian untuk mengidentifikasi celah riset (research gap). Pada bagian 

akhir, disajikan kerangka pemikiran konseptual dan perumusan hipotesis penelitian. 

3. Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan desain dan pendekatan penelitian yang digunakan, 

termasuk jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, serta metode 

pengukuran masing-masing variabel. Bab ini juga menguraikan model empiris dan 

teknik analisis yang digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel, termasuk 

pengujian peran moderasi kualitas institusional, serta prosedur pengujian asumsi 

dan validitas model. 

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menyajikan hasil analisis empiris berdasarkan model yang telah 

dirumuskan, meliputi hasil estimasi, uji signifikansi, dan interpretasi temuan 

penelitian. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil empiris dengan 

kerangka teoretis dan temuan penelitian terdahulu, sehingga memberikan 

pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh faktor lingkungan, ekonomi, 

dan institusional terhadap keberlanjutan ekonomi biru dan ketahanan pangan. 
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5. Bab V Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan 

Bab ini merangkum temuan utama penelitian sebagai jawaban atas rumusan 

masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, bab ini menguraikan implikasi kebijakan 

yang relevan bagi pengembangan ekonomi biru berkelanjutan dan penguatan 

ketahanan pangan berbasis iklim. Bab ini juga menyajikan keterbatasan penelitian 

serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 

Melalui sistematika tersebut, tesis ini diharapkan mampu menyajikan analisis 

yang komprehensif, koheren, dan relevan baik bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan maupun perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori  

Teori pembangunan berkelanjutan berkembang sebagai respons terhadap 

model pembangunan konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi 

semata tanpa mempertimbangkan keterbatasan sumber daya alam dan 

keberlanjutan lingkungan (Alatorre dkk., 2025; Bossel, 1999). Konsep ini mulai 

memperoleh perhatian global sejak publikasi laporan The Limits to Growth pada 

tahun 1972 yang menyoroti ancaman eksploitasi sumber daya terhadap 

keberlangsungan kehidupan manusia (Shi dkk., 2019). Perkembangannya 

kemudian dipertegas melalui laporan Our Common Future oleh World Commission 

on Environment and Development yang mendefinisikan pembangunan 

berkelanjutan sebagai pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi 

sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri (Fayez, 2024). Melalui kerangka tersebut, pembangunan 

berkelanjutan menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan 

lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan global (Mensah, 2019). 

Konsep pembangunan berkelanjutan kemudian diinstitusionalisasikan secara 

global melalui Sustainable Development Goals (SDGs) yang terdiri atas tujuh belas 

tujuan pembangunan dunia. SDGs tidak hanya menempatkan pertumbuhan 

ekonomi sebagai target pembangunan, tetapi juga mengintegrasikan aspek 

perlindungan lingkungan, efisiensi sumber daya, ketahanan pangan, serta 



41 
 

 
 

penguatan tata kelola kelembagaan dalam satu kerangka kebijakan yang saling 

terhubung. Pada pembahasan tersebut, keberlanjutan ekonomi biru dipahami 

sebagai pendekatan pembangunan berbasis kelautan yang mendukung tercapainya 

tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya laut secara 

efisien, inklusif, dan berorientasi jangka panjang (Bennett dkk., 2019). 

Menurut sudut pandang Islam, konsep pembangunan berkelanjutan memiliki 

keterkaitan erat dengan maqashid al-syariah yang menempatkan kemaslahatan 

manusia sebagai tujuan utama pembangunan (Mustofa dkk., 2025). Prinsip 

maqashid al-syariah menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan 

kehidupan, keseimbangan sosial, dan perlindungan sumber daya bagi generasi 

mendatang (Tumiran dkk., 2025). Salah satunya adalah pemanfaatan sumber daya 

laut yang memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. 

Tindakan tersebut sejalan dengan nilai kemaslahatan dalam Islam. Maqashid al-

syariah memberikan dasar normatif terhadap implementasi pembangunan 

berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 

pada perlindungan lingkungan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. 

Berangkat dari kerangka konseptual tersebut, keberlanjutan ekonomi biru 

dapat dipahami sebagai salah satu pendekatan strategis yang mendukung 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam memperkuat 

ketahanan pangan. Secara operasional, implementasi keberlanjutan ekonomi biru 

dan ketahanan pangan dalam penelitian ini berorientasi pada beberapa tujuan utama 

SDGs. Tujuan kesembilan SDGs (industry, innovation, and infrastructure) 

direpresentasikan melalui variabel pengembangan teknologi dan pembentukan 
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modal tetap bruto yang mencerminkan kapasitas inovasi dan pembangunan 

infrastruktur sektor kelautan (Liu dkk., 2022; Spalding, 2016). Pengembangan 

teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi produksi dan pengelolaan sumber 

daya laut secara lebih berkelanjutan, sedangkan pembentukan modal tetap bruto 

mencerminkan kapasitas investasi jangka panjang dalam mendukung produktivitas 

sektor maritim. Oleh karena itu, kedua variabel tersebut dipandang mampu 

memperkuat keberlanjutan ekonomi biru melalui peningkatan kapasitas produksi 

yang lebih efisien dan berorientasi jangka panjang. 

Selanjutnya, tujuan kesebelas SDGs (sustainable cities and communities) 

dioperasionalisasikan melalui variabel pertumbuhan penduduk sebagai indikator 

tekanan demografis terhadap sumber daya pesisir dan pangan berbasis laut (Febrina 

dkk., 2025). Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi meningkatkan kebutuhan 

pangan, energi, dan ruang pemanfaatan wilayah pesisir, sehingga berpotensi 

memperbesar tekanan terhadap daya dukung lingkungan laut. Pada pembangunan 

berkelanjutan, peningkatan tekanan demografis tanpa pengelolaan yang memadai 

dapat mengurangi keberlanjutan ekonomi biru dan mengancam stabilitas ketahanan 

pangan jangka panjang. 

Pada dimensi konsumsi dan produksi berkelanjutan, tujuan keduabelas SDGs 

(responsible consumption and production) direpresentasikan melalui variabel 

ekonomi sirkular biru. Variabel ini mengintegrasikan prinsip efisiensi sumber daya, 

pengurangan limbah, dan optimalisasi penggunaan material dalam rantai nilai 

kelautan (Geissdoerfer dkk., 2017b; Liu dkk., 2022; Pauliuk, 2018). Penerapan 

ekonomi sirkular biru memungkinkan aktivitas ekonomi maritim tetap berlangsung 
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tanpa memperbesar kerusakan ekosistem laut karena sumber daya dimanfaatkan 

secara lebih efisien dan berulang. Dengan demikian, ekonomi sirkular biru 

dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat keberlanjutan ekonomi 

maritim sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Adapun tujuan ketigabelas SDGs (climate action) dioperasionalisasikan 

melalui variabel emisi karbon, energi terbarukan, dan indeks paparan risiko iklim 

yang secara kolektif menggambarkan dimensi keberlanjutan lingkungan dalam 

sistem produksi pangan berbasis laut (Bennett dkk., 2019; Kathijotes, 2013; Lee 

dkk., 2020; Pires Manso dkk., 2023; Yates dkk., 2015). Emisi karbon 

mencerminkan tekanan ekologis yang dapat menyebabkan peningkatan suhu 

permukaan laut dan penurunan produktivitas ekosistem maritim, sehingga secara 

teoritis diprediksi menurunkan keberlanjutan ekonomi biru. Sebaliknya, 

pengembangan energi terbarukan dipandang mampu mendukung transisi menuju 

sistem ekonomi rendah karbon yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, indeks 

paparan risiko iklim menunjukkan tingkat kerentanan sistem pangan dan ekosistem 

laut terhadap perubahan iklim yang dapat mengganggu keberlanjutan produksi 

pangan berbasis kelautan. 

Di samping keempat dimensi tersebut, kualitas tata kelola kelembagaan 

merupakan faktor determinan yang memegang peranan krusial dalam keberhasilan 

implementasi keberlanjutan ekonomi biru. Efektivitas program pembangunan 

berkelanjutan secara substansial ditentukan oleh kapasitas institusional dalam 

merumuskan regulasi yang adaptif, mengalokasikan sumber daya secara efisien, 

serta mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam 
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ekosistem ekonomi biru demi menjamin ketahanan pangan secara berkelanjutan 

(Bennett dkk., 2019; Oyelami dkk., 2023a). Pada kerangka teori pembangunan 

berkelanjutan, dimensi kelembagaan tersebut sejalan dengan tujuan keenambelas 

SDGs (peace, justice, and strong institutions) yang dioperasionalisasikan melalui 

indikator efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi (Febrina dkk., 2025; Shah, 

2022). Kedua indikator tersebut secara konseptual mencerminkan kemampuan 

negara dalam menciptakan tata kelola yang kondusif bagi pengembangan ekonomi 

biru yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. 

Keberlanjutan ekonomi biru pada dasarnya merepresentasikan transformasi 

paradigma pembangunan berkelanjutan yang menggeser fungsi sistem kelautan dari 

sekadar sumber eksploitasi ekonomi menuju fondasi ekologis bagi kesejahteraan 

jangka panjang. Melalui kerangka ini, aktivitas ekonomi maritim tidak lagi dinilai 

hanya dari kontribusinya terhadap output, melainkan dari kemampuannya 

beroperasi dalam batas daya dukung ekosistem dan menjaga keberlanjutan antar-

generasi (Mensah, 2019). Pendekatan ini memperluas konsep ekonomi biru 

generasi awal yang berorientasi ekspansi sektor maritim, dengan mengintegrasikan 

dimensi keberlanjutan ekosistem, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi ke dalam 

satu kerangka kebijakan yang koheren (Bennett dkk., 2019). 

Peran pengembangan teknologi dalam keberlanjutan ekonomi biru sangat 

penting. Bila dilihat dari teori pembangunan berkelanjutan pada tujuan kesembilan 

SDGs (industry, innovation, and infrastructure), inovasi teknologi mampu 

mendorong produktivitas sektor kelautan tanpa memperbesar tekanan ekosistem 

(Romer, 1990; Tomashuk & Baldynyuk, 2023 Yuan & Zhang, 2024). Hal ini 
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terlihat melalui penggunaan teknologi pemantauan degradasi ekosistem. Oleh 

karena itu, kemajuan teknologi yang berorientasi lingkungan secara konsep 

meningkatkan keberlanjutan ekonomi biru (Elston dkk., 2024; Romer, 1990).  

Pada kerangka teori pembangunan berkelanjutan, emisi karbon didefinisikan 

sebagai proses pelepasan senyawa karbon ke lingkungan. Sesuai dengan tujuan 

ketiga belas SDGs (climate Action), emisi karbon menimbulkan tekanan 

lingkungan yang mengganggu fungsi ekologis laut melalui peningkatan suhu 

permukaan dan pengasaman laut. Gangguan tersebut menurunkan produktivitas 

perikanan, merusak habitat pesisir, serta mengurangi jasa ekosistem laut. Secara 

teoritis, peningkatan emisi karbon diprediksi menurunkan keberlanjutan ekonomi 

biru (Hoegh-Guldberg & Bruno, 2010; Rhoden, 2025; Rockström dkk., 2009). 

Sebaliknya, energi terbarukan dipaparkan sebagai media peralihan ke 

ekonomi rendah karbon, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan tanpa 

merusak lingkungan (Alatorre dkk., 2025; Mensah, 2019). Secara pengertian, 

energi terbarukan merujuk pada penggunaan, produksi, atau kontribusi energi dari 

sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dan berkelanjutan. Bila 

dilihat dalam kerangka kerja tujuan ketigabelas SDGs (climate action), 

pemanfaatan energi terbarukan terutama di sektor pelabuhan, transportasi laut, 

perikanan, dan akuakultur dapat menurunkan intensitas emisi karbon (Manso dkk., 

2023). Dengan demikian, energi terbarukan memperkecil trade-off antara 

pertumbuhan ekonomi maritim dan perlindungan ekosistem laut, sehingga 

memperkuat keberlanjutan ekonomi biru (Barbier, 2012; Wang dkk., 2024). 
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Selanjutnya, keberlanjutan ekonomi biru juga tidak terlepas dari penerapan 

sistem ekonomi sirkular. Sistem tersebut diambil dari tujuan keduabelas SDGs 

(responsible consumption and production) sehingga menciptakan ekonomi biru 

yang mampu memanfaatkan sumber daya laut secara efisien tanpa merusak 

ekosistem (Geissdoerfer dkk., 2017; Cheng & Xu, 2021; Mignacca dkk., 2025). 

Penerapan prinsip sirkular dalam ekonomi biru secara teoritis memperkuat 

keberlanjutan ekonomi maritim dan mendukung tujuan pembangunan 

berkelanjutan (Korhonen dkk., 2018). Ekonomi sirkular biru dipandang sebagai 

instrumen penting dalam memperkuat keberlanjutan ekonomi maritim sekaligus 

mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Di sisi lain, kualitas institusional yang direpresentasikan oleh efektivitas 

pemerintahan dan kualitas regulasi turut berdampak pada keberlanjutan ekonomi 

biru melalui peran moderasinya terhadap ekonomi sirkular biru. Menurut Barbier 

dan Burgess (2021), kualitas institusional adalah konsep luas yang mencakup 

hukum, hak individu, regulasi pemerintah, dan penyediaan layanan publik yang 

membentuk lingkungan kelembagaan suatu negara. Hal tersebut didasarkan pada 

kerangka tujuan keenambelas SDGs (peace, justice, and strong institutions) (Shah, 

2022). Teori pembangunan berkelanjutan juga menekankan bahwa keberhasilan 

pengelolaan lingkungan dan risiko iklim sangat ditentukan oleh kapasitas institusi 

dalam merancang kebijakan, mengoordinasikan lintas sektor, serta menegakkan 

regulasi (Lemos & Agrawal, 2006; Partelow dkk., 2020). 

Berdasarkan integrasi kerangka pembangunan berkelanjutan, maqashid al-

syariah, dan tujuan-tujuan SDGs tersebut, keberlanjutan ekonomi biru dipahami 
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sebagai hasil interaksi antara dimensi lingkungan, inovasi teknologi, efisiensi 

sumber daya, serta kualitas tata kelola kelembagaan. Oleh karena itu, formulasi 

teoritis diperlukan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel secara empiris. 

Adapun model konseptual penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

BES =  𝑓(CE−, RE+, TD+, CBE+, CBE_IQ1+, CBE_IQ2+) 

Selanjutnya, pembahasan mengenai keberlanjutan ekonomi biru tidak bisa 

lepas dari persoalan ketahanan pangan. Pada kerangka penelitian sebelumnya, 

berbagai faktor yang mendukung terciptanya keberlanjutan pengelolaan sumber 

daya laut akan dapat menjamin stabilitas produksi pangan. Menurut Food and 

Agriculture Organization (FAO), ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya 

ketergantungan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan secara berkelanjutan 

(Holland, 2020; FAO, 2025). Chin (2020) menekankan bahwa keamanan pangan 

merefleksikan stabilitas pasokan pangan yang sehat bagi masyarakat sehingga dapat 

dilihat melalui Prevalence of Undernourishment (PoU) sebagai indikatornya. 

Pengaruh energi terbarukan, emisi karbon, dan keberlanjutan ekonomi biru 

dijelaskan melalui teori pembangunan berkelanjutan pada tujuan ketiga belas SDGs 

(climate action). Emisi karbon yang tinggi dapat meningkatkan suhu global, 

memperbesar risiko perubahan iklim, serta mengganggu produktivitas sektor 

perikanan dan kelautan sehingga mengganggu ketahanan pangan (Edoja dkk., 2016; 

Kumar dkk., 2015; Sonwani & Saxena, 2022; Valin dkk., 2013). Sebaliknya, 

penggunaan energi terbarukan dipandang mampu menekan intensitas emisi dan 

mendukung transisi menuju sistem produksi pangan yang lebih ramah lingkungan. 

Sementara itu, keberlanjutan ekonomi biru mencerminkan pengelolaan sumber 
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daya laut secara efisien dan berkelanjutan sehingga mampu menjaga stabilitas 

produksi pangan berbasis kelautan dalam jangka panjang (Hussain dkk., 2018; Kah 

& Raimi, 2022; Ningsih dkk., 2024; Saba dkk., 2024; Siti Aisyah dkk., 2025). 

Adapun peran pembentukan modal tetap bruto dijelaskan pada tujuan 

kesembilan SDGs. Pada kerangka teori pembangunan berkelanjutan, investasi pada 

aset produktif dipandang sebagai instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi 

sistem produksi dan distribusi pangan secara berkelanjutan. Stupnikova dan 

Sukhadolets (2019) menjelaskan bahwa pembentukan modal tetap bruto merupakan 

proses akumulasi modal dan perubahan struktural ekonomi melalui perolehan aset 

tetap baru maupun lama oleh sektor rumah tangga, bisnis, dan pemerintah. Sesuai 

kerangka tersebut, peningkatan investasi fisik dapat memperkuat ketahanan pangan 

melalui pembangunan infrastruktur irigasi, transportasi, penyimpanan, distribusi, 

serta peningkatan efisiensi rantai pasok pangan. Pembentukan modal tetap bruto 

dipandang mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperlancar distribusi 

pangan, dan menjaga stabilitas pasar sehingga mendukung terciptanya ketahanan 

pangan yang berkelanjutan. 

Sementara itu, variabel pertumbuhan penduduk dalam penelitian ini 

dijelaskan melalui tujuan kesebelas SDGs. Pada kerangka teori pembangunan 

berkelanjutan, peningkatan populasi dapat menekan kapasitas penyediaan pangan 

apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi 

pengelolaan sumber daya. Menurut Singh (2021), pertumbuhan penduduk 

merupakan peningkatan jumlah populasi yang dipengaruhi oleh dinamika fertilitas, 

mortalitas, dan migrasi. Pertumbuhan populasi yang terus meningkat akan 
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memperbesar kebutuhan terhadap pangan, energi, dan sumber daya alam sehingga 

berpotensi meningkatkan eksploitasi sumber daya dan mengurangi stabilitas sistem 

pangan. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber 

daya yang efektif diprediksi dapat memberikan tekanan negatif terhadap ketahanan 

pangan.  

Kemudian, paparan risiko iklim dilandasi oleh tujuan ketiga belas SDGs, di 

mana tingginya paparan terhadap gangguan iklim dapat meningkatkan kerentanan 

sistem pangan dan berpotensi memperburuk ketahanan pangan. Bila dilihat secara 

definisi, paparan risiko iklim merupakan tingkat keterpaparan suatu negara atau 

wilayah terhadap ancaman perubahan iklim dan kejadian cuaca ekstrem yang 

berpotensi menimbulkan kerusakan ekonomi, sosial, dan lingkungan (IPCC, 2023). 

Kondisi tersebut dapat mengganggu produktivitas sektor pertanian dan perikanan, 

merusak infrastruktur distribusi pangan, serta menurunkan stabilitas pasokan 

pangan masyarakat.  

Di sisi lain, kualitas institusional yang direpresentasikan melalui efektivitas 

pemerintahan dan kualitas regulasi turut memengaruhi ketahanan pangan melalui 

peran moderasinya terhadap paparan risiko iklim. Sejalan dengan tujuan 

keenambelas SDGs, kualitas institusional mencerminkan kemampuan pemerintah 

dalam merumuskan kebijakan yang adaptif. Efektivitas pemerintahan dan kualitas 

regulasi yang baik memungkinkan negara memperkuat kapasitas mitigasi dan 

adaptasi terhadap perubahan iklim.  

Berdasarkan integrasi teori tersebut, penelitian ini memandang ketahanan 

pangan sebagai hasil interaksi multidimensional antara faktor ekonomi, lingkungan, 
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demografi, dan tata kelola. Maka untuk menangkap hubungan kausal tersebut 

secara sistematis, diperlukan perumusan persamaan teoritis. Secara matematis, 

formula tersebut dapat ditulis sebagai berikut:  

FSI =  𝑓(BES−, CE+, RE−, GFCF−, PG+, CRE+, CRE_IQ1+, CRE_IQ2+) 

 

2.2. Penelitian Terdahulu  

Literatur (Lampiran 1) tentang Blue Economy menunjukkan evolusi 

konseptual dan empiris yang signifikan, bergerak dari pendekatan normatif menuju 

kerangka pembangunan berkelanjutan yang terukur dan lintas sektor. Studi awal 

menekankan bahwa ekonomi biru tidak dapat dipahami semata sebagai ekspansi 

aktivitas ekonomi kelautan, melainkan sebagai integrasi antara perlindungan 

lingkungan, perubahan perilaku, dan inovasi teknologi dalam pengelolaan sumber 

daya laut (Kathijotes, 2013). Sejalan dengan itu, perdebatan konseptual mengenai 

blue growth mengungkap bahwa ketidakjelasan terminologi dan perbedaan 

pemahaman lintas disiplin dan pemangku kepentingan berpotensi melemahkan 

efektivitas kebijakan kelautan, sehingga diperlukan komunikasi yang konsisten dan 

definisi keberlanjutan yang disepakati bersama (Bennett dkk., 2019; Eikeset dkk., 

2018). 

Pada level makroekonomi, sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa 

sektor-sektor ekonomi biru berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang. Bukti dari China menunjukkan adanya kointegrasi jangka 

panjang antara variabel ekonomi biru seperti produksi perikanan, nilai tambah 

sektor pertanian-kehutanan-perikanan, pembentukan modal, dan perdagangan 
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dengan pertumbuhan GDP per kapita, meskipun beberapa subsektor seperti 

akuakultur menunjukkan dinamika jangka pendek yang berbeda (Ahammed dkk., 

2025). Temuan serupa juga dikonfirmasi dalam konteks India, Ghana, Nigeria, dan 

kawasan Asia–Pasifik, yang menegaskan bahwa ekonomi biru berperan sebagai 

mesin pertumbuhan, pencipta lapangan kerja, dan sarana peningkatan kesejahteraan 

masyarakat pesisir, terutama bila didukung oleh investasi, inovasi teknologi, dan 

pemberdayaan komunitas lokal (Appiah dkk., 2023; Nabi & Hayat, 2025; 

Vedachalam dkk., 2019). 

Namun demikian, literatur juga menyoroti bahwa kontribusi ekonomi biru 

terhadap pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola 

dan kerangka kelembagaan. Sejumlah kajian menegaskan bahwa lemahnya 

koordinasi lintas sektor, tumpang tindih kewenangan, dan absennya kebijakan 

nasional yang terintegrasi menjadi hambatan utama implementasi ekonomi biru di 

berbagai negara, termasuk Malaysia, Bangladesh, dan negara-negara berkembang 

lainnya (Ridzuan dkk., 2022; Techera, 2018; Young, 2015). Analisis kebijakan dan 

institusional menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang efektif, ekonomi biru 

berisiko mempercepat eksploitasi sumber daya laut alih-alih mendorong 

keberlanjutan (OECD, 2020). 

Isu perubahan iklim dan transisi energi menjadi dimensi krusial dalam 

literatur mutakhir. Berbagai studi menunjukkan bahwa konsumsi energi fosil secara 

konsisten meningkatkan emisi karbon di negara-negara Asia–Pasifik, termasuk 

Indonesia, Australia, dan China, sementara energi terbarukan cenderung 

menurunkan emisi meskipun kontribusinya belum sepenuhnya signifikan (Aimon 
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dkk., 2021; Hakim dkk., 2025; Kurniadi dkk., 2024). Berangkat dari pembahasan 

ekonomi biru, integrasi energi terbarukan laut dan pengurangan energy intensity 

dipandang sebagai prasyarat penting bagi transisi menuju ekonomi laut rendah 

karbon dan berkelanjutan (Hassan dkk., 2025; Manso dkk., 2023). 

Literatur juga semakin menekankan keterkaitan strategis antara ekonomi biru 

dan ketahanan pangan. Studi lintas negara ASEAN menunjukkan bahwa ekonomi 

biru berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan melalui optimalisasi 

perikanan, akuakultur, inovasi teknologi, dan pemanfaatan energi terbarukan, 

dengan kualitas lingkungan sebagai faktor pendukung utama (Febrina dkk., 2025). 

Kajian tentang blue foods menegaskan bahwa sumber pangan laut memiliki potensi 

besar dalam menjamin keamanan gizi global, namun menghadapi tantangan 

ekologis serius seperti polusi, penangkapan ikan berlebih, perubahan iklim, dan 

praktik IUU fishing (Bank dkk., 2022; Wang dkk., 2024). Bukti mikro dari 

Bangladesh menunjukkan bahwa budidaya rumput laut tidak hanya meningkatkan 

pendapatan rumah tangga pesisir, tetapi juga memberikan manfaat ekologis melalui 

penyerapan karbon dan pengurangan eutrofikasi, sehingga memperkuat kontribusi 

ekonomi biru terhadap berbagai target SDGs (Hossain dkk., 2021). 

Selain itu, dimensi investasi dan transformasi digital semakin menonjol 

dalam pengembangan ekonomi biru modern. Studi empiris pada UMKM sektor 

maritim menunjukkan bahwa investasi ekonomi biru dipengaruhi oleh kombinasi 

faktor organisasi, teknologi, risiko rantai pasok, kesadaran lingkungan, biaya, dan 

regulasi, serta terbukti meningkatkan kinerja rantai pasok berkelanjutan (Appiah 

dkk., 2023). Di sisi lain, pendekatan New Blue Economy menyoroti peran strategis 
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data oseanografi, digitalisasi, dan kecerdasan buatan dalam meningkatkan efisiensi, 

mitigasi risiko, dan inovasi sektor kelautan (Spalding, 2016). 

Secara keseluruhan, sintesis literatur menunjukkan bahwa ekonomi biru 

memiliki potensi besar sebagai kerangka pembangunan yang mampu menjembatani 

pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan pangan. Namun, 

keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kualitas tata kelola, 

efektivitas regulasi, integrasi kebijakan lintas sektor, serta kemampuan negara 

dalam mengarahkan investasi dan inovasi menuju praktik kelautan yang rendah 

karbon dan inklusif. Literatur mutakhir dengan demikian menegaskan perlunya 

pendekatan environmental governance dan kualitas institusional sebagai fondasi 

utama agar ekonomi biru tidak sekadar menjadi agenda normatif, tetapi benar-benar 

berfungsi sebagai strategi pembangunan berkelanjutan jangka panjang. 

 

2.3. Hipotesis Penelitian  

Kerangka berpikir penelitian pada Gambar II.1 disusun untuk menjelaskan 

hubungan kausal antara berbagai faktor yang memengaruhi keberlanjutan ekonomi 

biru serta ketahanan pangan. Permasalahan penelitian berangkat dari meningkatnya 

tekanan lingkungan, risiko iklim, dan ketimpangan pembangunan maritim yang 

menyebabkan keberlanjutan ekonomi biru dan ketahanan pangan masih menjadi 

tantangan serius di berbagai negara, khususnya BRICS (MIDA, 2021). Berdasarkan 

teori pembangunan berkelanjutan, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, 

perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial sangat penting guna menjamin 

keberlanjutan antar-generasi Alatorre dkk. (2025), Konsep ini sejalan dengan 
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maqashid al-syariah yang menekankan terciptanya kemaslahatan melalui 

perlindungan terhadap kehidupan (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), dan 

keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Pembangunan ekonomi biru 

tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi kelautan, tetapi juga pada 

pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta terciptanya ketahanan pangan 

masyarakat. 

 

Gambar II.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

Berdasarkan landasan teori tersebut, penelitian ini mengelompokkan variabel 

ke dalam dua hubungan utama. Pertama, faktor-faktor penentu keberlanjutan 

ekonomi biru yang meliputi emisi karbon, energi terbarukan, pengembangan 

teknologi, dan ekonomi sirkular biru. Menurut sudut pandang pembangunan 

berkelanjutan dan maqashid al-syariah, emisi karbon merepresentasikan bentuk 

kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan 

kesejahteraan manusia. Sebaliknya, energi terbarukan, pengembangan teknologi, 

dan ekonomi sirkular biru dipandang sebagai instrumen pembangunan yang mampu 

meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi tekanan ekologis, serta menjaga 
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keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Praktik ekonomi sirkular juga 

mencerminkan prinsip keberlanjutan dan penghindaran pemborosan (isrāf) yang 

menjadi bagian penting dalam maqashid al-syariah. 

Kedua, faktor-faktor penentu ketahanan pangan terdiri atas keberlanjutan 

ekonomi biru, emisi karbon, energi terbarukan, pembentukan modal tetap bruto, 

pertumbuhan penduduk, dan paparan risiko iklim. Keberlanjutan ekonomi biru 

dipandang mampu memperkuat ketahanan pangan melalui penyediaan sumber 

pangan laut yang berkelanjutan, peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, dan 

stabilitas ekonomi. Menurut kajian maqashid al-syariah, ketahanan pangan 

merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia (ḥifẓ al-

nafs) dan kesejahteraan sosial. Sebaliknya, tingginya emisi karbon dan paparan 

risiko iklim berpotensi mengganggu produktivitas pangan, memperburuk 

kerentanan masyarakat, dan menghambat keberlanjutan pembangunan. Sementara 

itu, energi terbarukan dan pembentukan modal tetap bruto dipandang mampu 

meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi yang mendukung stabilitas 

pangan. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kapasitas produksi 

pangan dan pengelolaan sumber daya yang memadai juga dapat meningkatkan 

tekanan terhadap sistem pangan. 

Bila dilihat pada kerangka ini, kualitas institusional yang direpresentasikan 

oleh government effectiveness dan regulatory quality ditempatkan sebagai variabel 

moderasi. Institusi yang efektif dan regulasi yang berkualitas memungkinkan 

implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan berjalan optimal, terutama 

dalam pengelolaan ekonomi sirkular dan mitigasi risiko iklim. Maqashid al-syariah 
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juga menempatkan tata kelola yang baik sebagai instrumen penting dalam 

mewujudkan kemaslahatan publik melalui kebijakan yang adil, efektif, dan 

berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, kualitas institusional 

diperkirakan mampu memperkuat pengaruh ekonomi sirkular biru terhadap 

keberlanjutan ekonomi biru serta memperlemah dampak negatif paparan risiko 

iklim terhadap ketahanan pangan. 

Berdasarkan landasan teori, maqashid al-syariah, penelitian terdahulu, dan 

kerangka berpikir yang telah disusun, maka hipotesis penelitian dirumuskan 

sebagai berikut: 

H1: Emisi karbon berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan ekonomi biru.  

H2: Energi terbarukan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan ekonomi biru.  

H3: Pengembangan teknologi berpengaruh positif terhadap keberlanjutan ekonomi 

biru.  

H4: Ekonomi sirkular biru berpengaruh positif terhadap keberlanjutan ekonomi 

biru.  

H5: Keberlanjutan ekonomi biru berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan.  

H6: Emisi karbon berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan.  

H7: Energi terbarukan berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan.  

H8: Pembentukan modal tetap bruto berpengaruh negatif terhadap ketahanan 

pangan.  

H9: Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan.  

H10: Paparan risiko iklim berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan.  
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H11: Efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi memperkuat pengaruh ekonomi 

sirkular biru terhadap keberlanjutan ekonomi biru.  

H12: Efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi memperlemah pengaruh paparan 

risiko iklim terhadap ketahanan pangan. 

 

Gambar II.2. Kerangka Hipotesis Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan landasan fundamental yang menentukan arah, 

ketepatan, dan kredibilitas suatu kajian ilmiah. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Barlian (2019), metodologi penelitian memberikan arah yang jelas dalam 

merancang dan melaksanakan penelitian, sehingga proses penelitian berjalan secara 

konsisten dan transparan. Qoyum, dkk (2021) menegaskan bahwa metodologi 

penelitian merupakan sarana untuk menelusuri dan menjawab persoalan penelitian 

secara ilmiah melalui prosedur yang terukur dan konsisten. Oleh karena itu, bab 

metodologi dalam penelitian ini tidak hanya menjelaskan teknik, tetapi juga 

memberikan justifikasi ilmiah atas setiap pilihan metodologis. 

3.1 Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ekonomi empiris tidak hanya dipahami sebagai 

sekumpulan individu, tetapi juga sebagai himpunan unit analisis yang memiliki 

karakteristik struktural dan institusional yang relatif sebanding sehingga 

memungkinkan dilakukan inferensi ilmiah secara valid (Mankiw, 2018; Manna & 

Mete, 2021). Penelitian ini menetapkan populasi sebagai seluruh negara anggota 

BRICS yang dipilih karena perannya yang semakin dominan dalam perekonomian 

global serta kontribusinya yang signifikan terhadap produksi pangan, emisi karbon, 

dan pemanfaatan sumber daya laut. Kelompok negara ini juga merepresentasikan 

spektrum negara berkembang besar dengan dinamika pembangunan yang heterogen 

tetapi memiliki kepentingan strategis yang sama dalam isu ekonomi biru dan 

ketahanan pangan global (Béné dkk., 2015; Wooldridge, 2002). 
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Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang bersumber dari 

lembaga internasional bereputasi seperti World Bank, International Monetary Fund, 

United Nations Environment Programme, dan Food and Agriculture Organization. 

Pemanfaatan data lintas lembaga ini memberikan keunggulan metodologis berupa 

reliabilitas tinggi, keterbandingan antarnegara, dan konsistensi definisi variabel 

yang menjadi prasyarat utama dalam analisis panel (Shukla, 2020; Smith dkk., 

2010). Meskipun populasi mencakup seluruh negara BRICS, keterbatasan 

ketersediaan dan kesinambungan data menuntut dilakukannya seleksi unit analisis. 

Penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan pendekatan 

purposive sampling (Qoyum dkk., 2021). Sampel dipilih berdasarkan dua kriteria 

utama, yaitu status keanggotaan resmi dalam BRICS dan ketersediaan data yang 

lengkap serta konsisten untuk seluruh variabel penelitian dalam periode 2012–

2024. Adapun negara yang tergabung dalam BRICS di antaranya Brazil, Russia, 

India, China, South Africa, Mesir (Egypt), Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, United 

Arab Emirates, Indonesia. Pendekatan ini lazim digunakan dalam studi ekonomi 

pembangunan dan ekonomi lingkungan karena mampu menjaga integritas struktur 

data panel dan meminimalkan bias estimasi akibat missing data (Baltagi, 2005; 

Bassetti dkk., 2024).  

3.2 Variabel Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen, 

independen, dan moderasi. Variabel dependen adalah variabel terikat yang 

dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan variabel 
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independen adalah variabel bebas yang berfungsi untuk menjelaskan dan 

mempengaruhi variabel dependen. Sementara itu variabel moderasi merupakan 

3.2.1 Variabel Dependen 

3.2.1.1 Ketahanan Pangan  

Keamanan pangan menempati posisi sentral dalam agenda 2030 tujuan 

pembangunan berkelanjutan (SDGs) karena beririsan langsung dengan upaya 

pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan manusia, dan perlindungan 

lingkungan global (Mardones dkk., 2020). Ketahanan pangan dalam penelitian ini 

dioperasionalkan menggunakan indikator Prevalence of Undernourishment (PoU) 

yang mengukur proporsi penduduk melalui asupan energi yang berada di bawah 

kebutuhan minimum untuk menjalani kehidupan normal (FAO, 2019, 2025). 

Pendekatan ini menempatkan kekurangan gizi sebagai fenomena struktural yang 

mencerminkan keterbatasan akses ekonomi dan fisik terhadap pangan, bukan 

sekadar fluktuasi konsumsi jangka pendek (FAO, 2025).  

Secara metodologis, Prevalence of Undernourishment dihitung dengan 

membandingkan distribusi probabilitas konsumsi energi makanan harian rata-rata 

penduduk dengan ambang batas Minimum Dietary Energy Requirement (MDER) 

(FAO, 2019). Variabel ketahanan pangan dalam penelitian ini diukur dalam satuan 

persentase (%) per tahun. Pada kerangka analisis ketahanan pangan, nilai PoU yang 

lebih tinggi menunjukkan tingkat ketahanan pangan yang lebih rendah, karena 

mencerminkan meningkatnya proporsi penduduk yang mengalami defisit energi 

kronis (FAO, 2025). Oleh karena itu, indikator Prevalence of Undernourishment 

memiliki hubungan berlawanan arah dengan kondisi ketahanan pangan nasional. 
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3.2.1.2 Keberlanjutan ekonomi biru 

Keberlanjutan ekonomi biru Index (BES) dalam penelitian ini dioperasionalkan 

menggunakan Ocean Health Index (OHI) yaitu suatu indeks komposit yang 

dirancang untuk mengukur sejauh mana laut suatu negara mampu menyediakan 

manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat 

(Gazioğlu, 2018). Ocean Health Index merepresentasikan konsep keberlanjutan laut 

dengan menilai kondisi laut tidak hanya berdasarkan status ekologisnya, tetapi juga 

berdasarkan kemampuan laut tersebut dalam menopang kesejahteraan manusia saat 

ini dan di masa depan (Halpern dkk., 2012). 

Secara metodologis, skor Ocean Health Index suatu negara dihitung sebagai 

rata-rata dari sepuluh tujuan (goals) yang masing-masing mewakili manfaat yang 

diharapkan masyarakat dari lautan yang sehat, mencakup dimensi ekologi, sosial, 

dan ekonomi (Ding & Tabeta, 2024; Halpern dkk., 2012). Setiap tujuan dalam 

Ocean Health Index diberi skor pada rentang 0 hingga 100, yang menunjukkan 

tingkat pencapaian manfaat aktual dibandingkan dengan target keberlanjutan yang 

telah ditetapkan secara normatif (Wu dkk., 2021). Skor yang lebih rendah 

mengindikasikan bahwa manfaat laut belum tercapai secara optimal. 

 

3.2.2 Variabel Independen 

3.2.2.1 Emisi karbon 

Emisi karbon dalam penelitian ini dioperasionalkan menggunakan indikator 

carbon dioxide (CO₂) emissions di mana merepresentasikan total emisi gas rumah 
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kaca berbasis karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas antropogenik utama 

dalam suatu negara (IPCC, 2019). Nilai emisi karbon yang lebih tinggi 

mencerminkan intensitas aktivitas ekonomi berbasis karbon yang lebih besar serta 

tekanan yang lebih kuat terhadap sistem iklim global (IPCC, 2022). Oleh karena 

itu, variabel emisi karbon digunakan sebagai proksi degradasi lingkungan dan risiko 

iklim yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan ekonomi biru dan ketahanan 

pangan melalui mekanisme perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan peningkatan 

ketidakpastian produksi. 

 

3.2.2.2 Energi terbarukan 

Energi terbarukan dalam penelitian ini dioperasionalkan menggunakan 

indikator konsumsi energi terbarukan (% dari total konsumsi energi akhir) yang 

mengukur proporsi energi yang berasal dari sumber terbarukan dalam total 

konsumsi energi akhir suatu negara (World Bank, 2025b). Indikator ini 

mencerminkan tingkat transisi energi suatu negara dari sumber energi berbasis fosil 

menuju sumber energi yang berkelanjutan dan rendah karbon (International Energy 

Agency, 2025). Secara konseptual, peningkatan pangsa energi terbarukan dalam 

konsumsi energi akhir menunjukkan penurunan ketergantungan terhadap energi 

fosil dan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca serta tekanan 

lingkungan global (IPCC, 2022). Pada konteks pembangunan berkelanjutan, energi 

terbarukan dipandang sebagai elemen kunci yang mendukung ketahanan energi, 

stabilitas ekonomi jangka panjang, dan keberlanjutan sistem produksi (International 

Energy Agency, 2025). 
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Pada penelitian ini, nilai indikator energi terbarukan consumption yang lebih 

tinggi diinterpretasikan sebagai tingkat adopsi energi bersih lebih besar dan 

komitmen kuat terhadap pembangunan rendah karbon (World Bank, 2025b). 

Variabel Energi terbarukan diukur dalam satuan persentase (%) dari total konsumsi 

energi akhir per tahun, sehingga memungkinkan analisis perbandingan lintas negara 

dan lintas waktu dalam model panel dinamis yang digunakan dalam penelitian ini 

(International Energy Agency, 2025; World Bank, 2025b). 

 

3.2.2.3 Pengembangan teknologi 

Pengembangan teknologi dalam penelitian ini dioperasionalkan 

menggunakan indikator patent applications, residents, yang mengukur jumlah 

permohonan paten yang diajukan oleh penduduk suatu negara kepada kantor paten 

nasional maupun melalui mekanisme internasional (WIPO, 2024; World Bank, 

2025b). Indikator ini digunakan secara luas sebagai proksi kapasitas inovasi 

domestik dan tingkat pengembangan teknologi berbasis pengetahuan dalam suatu 

perekonomian. 

Permohonan paten mencakup permohonan yang diajukan melalui Patent 

Cooperation Treaty (PCT) maupun permohonan langsung ke kantor paten nasional 

untuk memperoleh hak eksklusif atas suatu penemuan (WIPO, 2022). Penemuan 

yang dipatenkan dapat berupa produk atau proses yang menawarkan cara baru 

dalam melakukan sesuatu atau memberikan solusi teknis baru terhadap suatu 

permasalahan. Pada ranah analisis ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, 

jumlah permohonan paten oleh penduduk domestik dipandang sebagai indikator 
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penting yang mencerminkan kemampuan teknologi endogen dan daya saing inovasi 

suatu negara. Peningkatan jumlah paten domestik menunjukkan penguatan basis 

teknologi nasional (World Bank, 2025b). Kemudian pada penelitian ini, 

pengembangan teknologi diukur berdasarkan jumlah total permohonan paten oleh 

penduduk (residents) per tahun. 

 

3.2.2.4 Pembentukan modal tetap bruto 

Pembentukan modal tetap bruto (GFCF) dalam penelitian ini 

dioperasionalkan menggunakan indikator pembentukan modal tetap bruto (% of 

GDP) yang mengukur proporsi pembentukan aset tetap baru dalam perekonomian 

relatif terhadap total output nasional (World Bank, 2025b). Indikator ini digunakan 

secara luas untuk merepresentasikan tingkat investasi jangka panjang dan 

akumulasi modal produktif dalam suatu negara (OECD, 2025). Secara konseptual, 

GFCF mencakup pembelian dikurangi penjualan aset tetap selama suatu periode 

akuntansi, termasuk aset berwujud seperti bangunan, mesin, dan peralatan, serta 

aset tidak berwujud tertentu yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas 

produksi (World Bank, 2025b). Indikator GFCF dinyatakan sebagai persentase dari 

Produk Domestik Bruto (PDB) yang merepresentasikan total nilai tambah atau 

pendapatan yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa di dalam suatu wilayah 

ekonomi selama periode akuntansi tertentu. Penggunaan rasio terhadap PDB 

memungkinkan perbandingan tingkat investasi lintas negara dan lintas waktu secara 

lebih konsisten, terlepas dari perbedaan skala ekonomi absolut. 
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3.2.2.5 Pertumbuhan penduduk 

Pertumbuhan penduduk dalam penelitian ini dioperasionalkan menggunakan 

indikator pertumbuhan penduduk (annual %), yang mengukur laju pertumbuhan 

penduduk tahunan suatu negara dalam periode tertentu (World Bank, 2025b). Laju 

pertumbuhan penduduk tahunan didefinisikan sebagai tingkat pertumbuhan 

eksponensial dari jumlah penduduk pertengahan tahun (midyear population) dari 

tahun t–1 ke tahun t, yang dinyatakan dalam bentuk persentase (World Bank, 

2025b). Pengukuran pertumbuhan penduduk menggunakan pendekatan 

eksponensial untuk menangkap dinamika perubahan populasi yang bersifat 

kumulatif dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Penduduk dalam indikator ini 

didefinisikan berdasarkan konsep de facto population, yaitu seluruh individu yang 

berdomisili di suatu wilayah pada periode tertentu tanpa membedakan status 

kewarganegaraan atau status hukum lainnya (United Nations, 2025).  

 

3.2.2.6 Paparan risiko iklim 

Paparan risiko iklim dalam penelitian ini dioperasionalkan menggunakan 

ND-GAIN Index, yaitu indeks global yang mengukur tingkat kerentanan suatu 

negara terhadap dampak perubahan iklim sekaligus menilai tingkat kesiapan negara 

tersebut dalam merespons dan beradaptasi terhadap risiko iklim (ND-GAIN, 2024). 

Indeks ND-GAIN mengintegrasikan dua dimensi utama, yaitu vulnerability yang 

mencerminkan tingkat keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif terhadap 

guncangan iklim, serta readiness yang mengukur kemampuan institusional, 
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ekonomi, dan sosial dalam memanfaatkan investasi adaptasi iklim (ND-GAIN, 

2024). 

Pada penelitian ini digunakan ND-GAIN Index versi IMF yang merupakan 

adaptasi dari indeks asli untuk menggantikan penggunaan Doing Business Index 

sebagai salah satu sumber data kesiapan dalam metodologi ND-GAIN (IMF, 2026). 

Variabel Paparan risiko iklim diukur dalam bentuk indeks dengan rentang skor 0–

1 per tahun, sehingga memungkinkan analisis empiris mengenai pengaruh risiko 

iklim terhadap keberlanjutan ekonomi biru dan ketahanan pangan dalam kerangka 

panel data lintas negara. 

 

3.2.2.7 Ekonomi sirkular biru 

Ekonomi sirkular biru dalam penelitian ini dioperasionalkan menggunakan 

indikator marine protected areas (% of territorial waters), yang mengukur proporsi 

wilayah perairan teritorial suatu negara yang secara resmi ditetapkan sebagai 

kawasan lindung laut (World Bank, 2025b). Kawasan lindung laut atau Marine 

Protected Areas (MPAs) didefinisikan sebagai wilayah pasang surut maupun bawah 

pasang surut, termasuk perairan di atasnya, beserta flora, fauna, serta fitur sejarah 

dan budaya yang terkait, yang ditetapkan melalui peraturan hukum atau mekanisme 

efektif lainnya untuk melindungi seluruh atau sebagian lingkungan laut yang 

terkandung di dalamnya (IUCN, 2025). 

Pada kerangka ekonomi sirkular biru, perluasan kawasan lindung laut 

berperan dalam menjaga regenerasi sumber daya hayati, mengurangi degradasi 

ekosistem, serta memastikan keberlanjutan aliran manfaat ekonomi dari sektor 
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perikanan, pariwisata bahari, dan jasa ekosistem laut (Earth, 2014; Magalhães dkk., 

2024). Secara empiris, peningkatan persentase kawasan lindung laut dikaitkan 

dengan perbaikan kesehatan ekosistem laut, peningkatan ketahanan stok ikan, dan 

penguatan keberlanjutan ekonomi pesisir dalam jangka panjang (OECD, 2025). 

Pada penelitian ini, ekonomi sirkular biru diukur dalam satuan persentase (%) dari 

total perairan teritorial per tahun. Oleh karena itu, indikator kawasan lindung laut 

digunakan dalam penelitian ini sebagai proksi implementasi ekonomi sirkular biru 

pada level nasional. 

 

3.2.3 Variabel Moderasi 

3.2.3.1. Kualitas institusional 

Kualitas institusional (IQ1) dalam penelitian ini dioperasionalkan 

menggunakan indikator Government Effectiveness: Estimate, yang dikembangkan 

dalam kerangka Worldwide Governance Indicators (WGI) oleh World Bank 

(Barbier & Burgess, 2021). Efektivitas pemerintahan mencerminkan persepsi 

terhadap kualitas layanan publik, kualitas aparatur sipil negara, serta tingkat 

kemandirian birokrasi dari tekanan politik dalam proses pengambilan keputusan. 

Indikator ini juga menangkap kualitas perumusan dan implementasi kebijakan 

publik, serta kredibilitas komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang 

telah ditetapkan secara konsisten (World Bank, 2025a). 

Secara metodologis, skor efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi 

diperoleh dari Worldwide Governance Indicators yang dikembangkan oleh World 

Bank (Subramaniam dkk., 2022). Nilai indikator ini dinyatakan dalam satuan 
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distribusi normal standar dengan rentang skor sekitar –2,5 hingga +2,5, di mana 

nilai yang lebih tinggi menunjukkan indikator yang lebih baik (World Bank, 2023). 

Tabel III.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Definisi Ukuran Sumber 

Indeks 

Keberlanjutan 

Ekonomi Biru 

(BES) 

Ocean Health 

Index  

Skor Indeks suatu 

negara merupakan 

rata-rata dari 10 skor 

"tujuan" yang 

mewakili manfaat 

ekologi, sosial, dan 

ekonomi yang 

diharapkan 

masyarakat dari 

lautan yang sehat.  

Indeks 

(Skor 0-

100) 

Ocean 

Health 

Index 

Indeks 

Ketahanan 

Pangan (FSI) 

Prevalence of 

undernourish

ment 

(percent) 

(annual 

value) 

Prevalensi 

kekurangan gizi 

menggambarkan 

probabilitas bahwa 

individu yang dipilih 

secara acak dari 

populasi 

mengonsumsi 

jumlah kalori yang 

tidak cukup untuk 

memenuhi 

kebutuhan energinya 

untuk hidup aktif 

dan sehat.  

Persentase 

Food 

Security 

by FAO 

Emisi karbon 

(CE) 

Carbon 

dioxide 

(CO2) 

emissions 

(total) 

excluding 

LULUCF 

(Mt CO2e) 

Ukuran emisi karbon 

dioksida (CO2) 

adalah salah satu 

dari enam gas rumah 

kaca (GRK) Kyoto, 

dari sektor pertanian, 

energi, limbah, dan 

industri, tanpa 

termasuk LULUCF.  

Mt CO2eq 

World 

Bank 

(WDI) 

Energi 

terbarukan 

(RE) 

Energi 

terbarukan 

consumption 

(% of total 

final energy 

consumption) 

Konsumsi energi 

terbarukan adalah 

porsi energi 

terbarukan dalam 

total konsumsi 

energi akhir. 

% (porsi) 

dari 

konsumsi 

energi akhir 

World 

Bank 

(WDI) 
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Variabel Indikator Definisi Ukuran Sumber 

Pengembangan 

teknologi (TD) 

Patent 

applications, 

residents 

Permohonan paten 

adalah permohonan 

paten internasional 

yang diajukan 

melalui prosedur 

Perjanjian 

Kerjasama Paten 

(Patent Cooperation 

Treaty) atau ke 

kantor paten 

nasional untuk hak 

eksklusif atas suatu 

penemuan. 

Diukur 

berdasarkan 

jumlah total 

World 

Bank 

(WDI) 

Pembentukan 

modal tetap 

bruto (GFCF) 

Pembentukan 

modal tetap 

bruto (% of 

GDP) 

Pembentukan modal 

tetap bruto 

merupakan 

pembelian dikurangi 

penjualan aset tetap 

selama periode 

akuntansi. 

Persentase 

World 

Bank 

(WDI) 

Pertumbuhan 

penduduk (PG) 

Pertumbuhan 

penduduk 

(annual %) 

Laju pertumbuhan 

penduduk tahunan 

untuk tahun t adalah 

laju pertumbuhan 

eksponensial 

penduduk 

pertengahan tahun 

dari tahun t-1 hingga 

t. 

Persentase 

World 

Bank 

(WDI) 

Paparan risiko 

iklim (CRE) 

The ND-

GAIN index 

Indeks ND-GAIN 

adalah indeks yang 

mengukur tingkat 

kerentanan suatu 

negara terhadap 

gangguan iklim serta 

menilai kesiapan 

negara tersebut 

untuk memanfaatkan 

investasi sektor 

swasta dan publik 

dalam mengambil 

tindakan adaptif. 

Indeks 

(Skor 0-1) 
IMF 
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Variabel Indikator Definisi Ukuran Sumber 

Ekonomi 

sirkular biru 

(CBE) 

Marine 

protected 

areas (% of 

territorial 

waters) 

Kawasan lindung 

laut adalah kawasan 

yang meliputi 

wilayah pasang surut 

atau bawah pasang 

surut—serta perairan 

di atasnya dan flora 

fauna, serta fitur 

sejarah dan budaya 

yang terkait—yang 

telah ditetapkan oleh 

undang-undang atau 

cara lain yang efektif 

untuk melindungi 

sebagian atau 

seluruh lingkungan 

yang terkandung di 

dalamnya. 

% (porsi) 

perairan 

teritorial 

World 

Bank 

(WDI) 

Kualitas 

institusional 

(IQ 1) 

Government 

Effectiveness 

Efektivitas 

Pemerintah 

mencerminkan 

persepsi terhadap 

kualitas layanan 

publik, kualitas 

aparatur sipil negara 

dan independensinya 

dari tekanan politik, 

kualitas perumusan 

serta implementasi 

kebijakan, dan 

kredibilitas 

komitmen 

pemerintah, dengan 

skor indikator 

berkisar antara -2,5 

hingga 2,5 dalam 

distribusi normal 

standar. 

Skor -2,5 

hingga 2,5 

World 

Bank 

(WGI) 

Kualitas 

institusional 

(IQ 2) 

Regulatory 

Quality 

Kualitas Regulasi 

mengukur persepsi 

masyarakat terhadap 

kemampuan 

pemerintah dalam 

merumuskan dan 

menerapkan 

Skor -2,5 

hingga 2,6 

World 

Bank 

(WGI) 
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Variabel Indikator Definisi Ukuran Sumber 

kebijakan serta 

regulasi yang efektif 

untuk mendukung 

perkembangan 

sektor swasta, 

dengan skor 

indikator berkisar 

antara -2,5 hingga 

2,5 dalam distribusi 

normal standar. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

berbasis data sekunder yang dihimpun dari lembaga internasional bereputasi, yaitu 

World Bank, International Monetary Fund (IMF), United Nations Environment 

Programme (UNEP), dan Food and Agriculture Organization (FAO). Pemilihan 

sumber data tersebut didasarkan pada tingkat reliabilitas, keterbandingan lintas 

negara, serta konsistensi definisi indikator yang menjadi prasyarat utama dalam 

analisis panel lintas negara. Data dikonstruksi dalam bentuk panel untuk periode 

2012–2024 melalui proses harmonisasi metadata, termasuk penyelarasan satuan, 

kode negara, dan kesinambungan seri waktu, guna meminimalkan potensi bias 

pengukuran. Dalam studi pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan, 

penggunaan data internasional yang terstandarisasi terbukti krusial untuk 

menangkap keterkaitan antara tekanan lingkungan, transformasi ekonomi, dan 

stabilitas sistem pangan secara empiris dan replikatif (Mohamed dkk., 2024). 

Pemilihan sampel dilakukan menggunakan non-probability sampling dengan 

pendekatan purposive sampling dengan dua kriteria utama, yaitu keanggotaan resmi 

negara dalam BRICS dan ketersediaan data yang lengkap serta konsisten untuk 
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seluruh variabel penelitian selama periode observasi (Qoyum dkk., 2021). 

Pendekatan ini dipilih untuk menjaga integritas struktur panel dan mengurangi 

distorsi estimasi akibat missing data sistematis. Data yang telah terhimpun 

kemudian dianalisis menggunakan metode Two-Stage Least Squares (TSLS) guna 

mengatasi potensi endogenitas yang lazim muncul dalam kajian ekonomi makro 

dan pembangunan berkelanjutan, seperti simultanitas dan omitted variable bias 

(Angrist & Krueger, 2001). Seluruh proses estimasi dilakukan dengan perangkat 

lunak STATA 17 yang memungkinkan pengujian hubungan antarvariabel secara 

konsisten sekaligus mendukung transparansi dan replikasi hasil penelitian 

(Arellano and Bond, 1991; Montes-Rojas dkk., 2020). 

 

3.4 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Generalized Method 

of Moments (GMM) sebagai pendekatan ekonometrika utama. Pemilihan GMM 

selaras dengan tujuan penelitian yang menekankan pada pengujian hubungan 

dinamis dan bersifat kausal antarvariabel dalam kerangka data panel (Gök & Sodhi, 

2021; Hansen, 1982). Pada penelitian ini, hubungan antarvariabel sering kali 

ditandai oleh persistensi temporal, endogenitas, serta heterogenitas tak teramati 

antarunit analisis. Kondisi tersebut menyebabkan estimator konvensional, seperti 

Ordinary Least Squares (OLS) atau Fixed Effects, berpotensi menghasilkan 

estimasi yang bias dan tidak konsisten (Labra Lillo & Torrecillas, 2018). GMM 

dipilih karena mampu mengatasi masalah endogenitas dengan memanfaatkan 

instrumen internal berbasis lagged variables, sekaligus mengakomodasi dinamika 
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jangka pendek dan jangka panjang dalam model panel dinamis (Guo dkk., 2022; 

Roodman, 2009). 

Secara historis, metode GMM pertama kali diperkenalkan oleh Hansen 

(1982) sebagai kerangka estimasi umum berbasis kondisi momen (moment 

conditions) yang memungkinkan estimasi parameter tanpa harus menspesifikasikan 

distribusi penuh dari error term (Juanda, 2021). Pendekatan ini kemudian menjadi 

fondasi penting dalam perkembangan ekonometrika modern karena fleksibilitasnya 

dalam menangani berbagai bentuk heteroskedastisitas dan autokorelasi (Zhang & 

Wang, 2023). Penerapan GMM dalam panel dinamis dipopulerkan melalui 

kontribusi Arellano dan Bond (1991) yang mengembangkan difference GMM untuk 

mengatasi bias dinamis serta endogenitas dalam model panel dengan jumlah waktu 

relatif pendek dan jumlah unit relatif besar.  

Perkembangan selanjutnya melahirkan system GMM yang mengombinasikan 

persamaan dalam bentuk diferensiasi dan level untuk meningkatkan efisiensi 

estimator, khususnya ketika variabel bersifat persisten (Blundell & Bond, 1998; 

Gök & Sodhi, 2021). Implementasi GMM dalam praktik memang menuntut 

prosedur teknis yang hampir selalu memerlukan dukungan perangkat lunak 

ekonometrika (Fritsch dkk., 2021). Pendekatan GMM tetap menjadi pendekatan 

dominan dalam studi pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan (Labra 

Lillo & Torrecillas, 2018). 

Kerangka First-Difference GMM berguna untuk menghilangkan efek 

individual tak teramati melalui transformasi first difference, lalu menggunakan lag 

variabel endogen sebagai instrumen internal berdasarkan asumsi tidak adanya 
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korelasi serial pada error idiosinkratik (Arellano dan Bond, 1991). First-Difference 

GMM sangat elegan dalam identifikasi, tetapi tidak selalu cukup kuat secara 

numerik saat persistensi tinggi dan t pendek. Guna mengatasi problem tersebut, 

Blundell dan Bond (1998) mengembangkan System GMM yang menggabungkan 

dua sistem persamaan, yaitu persamaan first difference dan level dengan tambahan 

kondisi momen yang memanfaatkan pembatasan initial conditions. Secara praktis, 

sistem GMM menambahkan instrumen berupa perbedaan lag untuk persamaan 

level, sehingga informasi yang dipakai lebih kaya dan efisiensi meningkat.  

Meski demikian, literatur kontemporer menekankan dua sumber kerentanan 

GMM yang perlu dikelola secara ketat yaitu proliferasi instrumen dan validitas uji 

diagnostic (Fingleton, 2023). Maka pilihan antara First-Difference dan System 

GMM seharusnya tidak bersifat “otomatis”, melainkan ditentukan oleh karakter 

data (persistensi, t, struktur variabel endogen) dan konsistensi hasil diagnostik 

(AR(1)/AR(2), Hansen/Sargan, serta sensitivitas terhadap desain instrumen), 

sehingga estimasi panel dinamis yang dihasilkan benar-benar kredibel untuk 

penarikan kesimpulan kebijakan.  

Menurut Blundell & Bond (1998) formula GMM different dirumuskan 

sebagai berikut: 

𝜟𝒀𝒊𝒕 = 𝜶𝟎𝜟𝒀𝒕−𝟏 +  𝜷𝒊 ∆𝑿𝒊𝒕 + 𝜟𝒆𝒊𝒕      (1) 

Sedangkan persamaan sistem GMM dituliskan seperti di bawah ini. 

𝒀𝒊𝒕 = 𝜶𝟎𝒀𝒕−𝟏 +  𝜷𝒊 𝑿𝒏 + 𝒆𝒊𝒕       (2) 

Keterangan: 
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Δ𝑌𝑖𝑡  = Perubahan (first difference) variabel dependen untuk unit ke-I pada 

periode ke-t 

Δ𝑌𝑡−1 = Lag satu periode dari perubahan variabel dependen, digunakan untuk 

menangkap dinamika jangka pendek 

∆𝑋𝑖𝑡 = Perubahan variabel independen ke-nnn pada unit ke-i dan periode ke-t 

𝑌𝑖𝑡  = Variabel dependen pada unit ke-i dan periode ke-t 

𝑌𝑡−1 = Lag satu periode dari variabel dependen yang menangkap efek persistensi 

jangka menengah–panjang 

𝑋𝑖𝑡 = Variabel independen ke-nnn pada unit ke-i dan periode ke-t 

𝛼0  = Koefisien dinamis yang merefleksikan tingkat persistensi variabel 

dependen 

𝛽𝑖  = Koefisien pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel 

dependen 

Δ𝑒𝑖𝑡 = Error term 

i = Unit analisis 

t = Periode waktu 

Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai 

berikut: 

𝑩𝑬𝑺𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 +  𝜶𝟏𝑩𝑬𝑺𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜷𝟏𝑪𝑬𝒊𝒕 +  𝜷𝟐𝑹𝑬𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑻𝑫𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑪𝑩𝑬𝒊𝒕 +

 𝜷𝟓𝑪𝑩𝑬_𝑰𝑸𝟏𝒊𝒕 + 𝜷𝟔𝑪𝑩𝑬_𝑰𝑸𝟐𝒊𝒕 +  𝒆𝒊𝒕     (3) 

 

𝑭𝑺𝑰𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 +  𝜶𝟐𝑭𝑺𝑰𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜷𝟏𝑩𝑬𝑺𝒊𝒕 +  𝜷𝟐𝑪𝑬𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑹𝑬𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑮𝑭𝑪𝑭𝒊𝒕 +

 𝜷𝟓𝑷𝑮𝑰𝑸𝟏𝒊𝒕
+ 𝜷𝟔𝑪𝑹𝑬𝒊𝒕 +  𝜷𝟕𝑪𝑹𝑬_𝑰𝑸𝟏𝒊𝒕 + 𝜷𝟖𝑪𝑹𝑬_𝑰𝑸𝟐𝒊𝒕 +  𝒆𝒊𝒕  (4) 
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Keterangan: 

BES = Indeks Keberlanjutan ekonomi biru (variabel dependen pada model 

pertama) 

FSI = Indeks Ketahanan Pangan (variabel dependen pada model kedua) 

CE = Emisi karbon 

RE = Energi terbarukan  

TD = Pengembangan teknologi 

CBE = Ekonomi sirkular biru 

GFCF = Pembentukan modal tetap bruto 

PG = Pertumbuhan penduduk 

CRE = Paparan risiko iklim 

CBE_IQ1 = Interaksi Ekonomi sirkular biru dengan Efektivitas Pemerintahan 

CBE_IQ2 = Interaksi Ekonomi sirkular biru dengan Kualitas Regulasi 

CRE_IQ1 = Interaksi Paparan risiko iklim dengan Efektivitas Pemerintahan 

CRE_IQ2 = Interaksi Paparan risiko iklim dengan Kualitas Regulasi 

α0,1  = Koefisien dinamis yang merefleksikan tingkat persistensi variabel 

dependen 

𝛽𝑖  = Koefisien pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel 

dependen 

Δ𝑒𝑖𝑡 = Error term 

i = negara ke-I (BRICS) 

t = tahun ke-t (2012–2024) 
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Tahapan pengujian analisis GMM dalam penelitian ini dilakukan secara 

sistematis untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil estimasi. Tahap awal 

adalah spesifikasi model panel dinamis dengan memasukkan variabel dependen 

tertunggak sebagai penjelas guna menangkap efek persistensi. Selanjutnya, 

pemilihan instrumen internal dilakukan dengan menggunakan lag variabel endogen 

dan predeterministik sesuai dengan asumsi eksogenitas bersyarat. Setelah estimasi 

dilakukan, pengujian diagnostik menjadi bagian krusial dari prosedur GMM. 

Validitas instrumen diuji menggunakan uji Hansen atau Sargan untuk memastikan 

bahwa instrumen tidak berkorelasi dengan error term, sementara uji Arellano–Bond 

digunakan untuk mendeteksi autokorelasi orde pertama dan kedua pada residual. 

Tidak ditemukannya autokorelasi orde kedua (AR(2)) serta diterimanya hipotesis 

nol pada uji Hansen menjadi indikator bahwa spesifikasi model dan instrumen yang 

digunakan telah memadai (Labra Lillo & Torrecillas, 2018; Roodman, 2009). 

Secara keseluruhan, penggunaan GMM dalam penelitian ini merupakan 

pilihan metodologis yang konsisten dengan tujuan untuk memperoleh estimator 

yang konsisten, efisien, dan memiliki interpretasi kausal yang kuat dalam konteks 

data panel dinamis. Dengan mengombinasikan keunggulan historis GMM dan 

prosedur pengujian yang ketat, pendekatan ini memberikan landasan empiris yang 

kokoh untuk menganalisis keterkaitan kompleks antara dinamika ekonomi, tekanan 

lingkungan, dan ketahanan pangan, serta memperkuat validitas temuan sebagai 

dasar rekomendasi kebijakan berbasis bukti. 

  



 
 

78 
 

BAB IV  

DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pendahuluan 

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data, analisis empiris, serta pembahasan 

terkait pengaruh keberlanjutan ekonomi biru terhadap ketahanan pangan berbasis 

iklim dengan kualitas institusi sebagai variabel moderasi di negara-negara anggota 

BRICS. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan dynamic panel data melalui 

metode System Generalized Method of Moments (System GMM). Pemilihan 

metode tersebut didasarkan pada karakteristik data panel dinamis yang memiliki 

kemungkinan permasalahan endogenitas, heterogenitas tidak teramati, serta adanya 

hubungan dinamis antarvariabel penelitian. 

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan analisis deskriptif untuk 

memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi 

nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum dari setiap variabel 

penelitian. Selanjutnya dilakukan uji asumsi model melalui pengujian 

multikolinearitas dan uji diagnostik model guna memastikan bahwa model estimasi 

yang digunakan memenuhi kriteria validitas dan konsistensi estimasi. Setelah 

model dinyatakan layak, analisis dilanjutkan dengan pengujian hipotesis untuk 

mengidentifikasi pengaruh langsung maupun pengaruh moderasi kualitas institusi 

terhadap hubungan antarvariabel dalam penelitian. 

Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris 

dengan teori pembangunan berkelanjutan (sustainable development theory), konsep 

ekonomi biru berkelanjutan, ketahanan pangan berbasis iklim, serta perspektif 
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maqashid al-syariah. Selain itu, hasil penelitian juga dibandingkan dengan berbagai 

penelitian terdahulu untuk memperkuat argumentasi ilmiah dan menjelaskan 

perbedaan maupun persamaan hasil penelitian.  

 

4.2 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran awal mengenai 

karakteristik data penelitian. Seluruh variabel memiliki jumlah sebanyak 121 

observasi. Hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel IV.1. Variabel Food 

Security Index (FSI) memiliki nilai rata-rata sebesar 6,50 dengan standar deviasi 

4,67. Nilai minimum FSI tercatat sebesar 2,50 dan maksimum 20,60. Variabel Blue 

Economy Sustainability (BES) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 72,23 dengan 

standar deviasi 6,82. Nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 57,43 

dan 85,07. Selanjutnya, variabel Circular Economy (CE) memiliki rata-rata sebesar 

1.788,49 dengan standar deviasi yang sangat tinggi, yaitu 3.322,62. Nilai minimum 

tercatat sebesar 12,40 dan maksimum mencapai 13.992,45.  

Variabel Renewable Energy (RE) memiliki rata-rata sebesar 20,30 dengan 

standar deviasi 26,35. Nilai minimum sebesar 0,00 dan maksimum 91,50 

menunjukkan adanya perbedaan yang sangat lebar dalam pemanfaatan energi 

terbarukan antarnegara sampel. Pada variabel Climate Risk Exposure (CRE), 

diperoleh rata-rata sebesar 0,63 dengan standar deviasi 0,31. Nilai minimum 

sebesar 0,00 dan maksimum 1,00 menunjukkan bahwa tingkat paparan risiko iklim 

dalam sampel penelitian berada pada rentang yang cukup luas.   
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Tabel IV.1 Statistik Deskriptif 

Variabel Indikator Obs Mean Std. Dev. Min Max 

FSI Prevalensi 

kekurangan 

gizi (Persen) 

121 6.50 4.67 2.50 20.60 

BES Indeks 

Kesehatan 

Laut (Skor 1-

100) 

121 72.23 6.82 57.43 85.07 

CE LULUCF (Mt 

CO2e) 

121 1,788.49 3,322.62 12.40 13,992.45 

RE Konsumsi 

Energi 

terbarukan 

(Persen) 

121 20.30 26.35 0.00 91.50 

CRE The ND-

GAIN index 

121 0.63 0.31 0.00 1.00 

GFCF Pembentukan 

modal tetap 

bruto (Persen) 

121 23.05 10.87 0.00 43.38 

TD Permohonan 

paten 

121 124,833.60 383,448.70 2.00 1,672,125 

PG Pertumbuhan 

penduduk 

(Persen) 

121 1.39 1.42 -2.55 5.38 

CBE Kawasan 

lindung laut 

(Persen) 

121 5.51 6.79 0.00 26.80 

IQ1 Efektivitas 

Pemerintahan 

(Skor) 

121 0.03 0.65 -1.16 1.91 

IQ2 Kualitas 

Regulasi 

(Skor) 

121 0.30 0.66 -1.78 1.10 

Sumber: Data diolah peneliti (2026) 

Sementara variabel Gross Fixed Capital Formation (GFCF) memiliki rata-

rata sebesar 23,05 dengan standar deviasi 10,87. Nilai minimum sebesar 0,00 dan 

maksimum 43,38 menunjukkan bahwa tingkat investasi modal tetap bruto 

antarnegara cukup bervariasi. Variabel Technology Development (TD) 

menunjukkan rata-rata sebesar 124.833,60 dengan standar deviasi sangat tinggi, 
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yaitu 383.448,70. Nilai minimum sebesar 2,00 dan maksimum mencapai 1.672.125 

menunjukkan adanya kesenjangan teknologi yang sangat besar antarnegara.  

Variabel Population Growth (PG) memiliki rata-rata sebesar 1,39 dengan 

standar deviasi 1,42. Nilai minimum sebesar -2,55 dan maksimum 5,38 

menunjukkan bahwa beberapa negara mengalami penurunan jumlah penduduk, 

sementara negara lainnya mengalami pertumbuhan populasi yang cukup tinggi. 

Pada variabel Carbon Blue Economy (CBE), diperoleh rata-rata sebesar 5,51 

dengan standar deviasi 6,79. Nilai minimum sebesar 0,00 dan maksimum 26,80 

menunjukkan adanya variasi yang cukup besar terkait tingkat emisi atau aktivitas 

karbon dalam sektor ekonomi biru. Selanjutnya, variabel kualitas institusional yang 

diproksikan melalui Government Effectiveness (IQ1) memiliki rata-rata sebesar 

0,03 dengan standar deviasi 0,65, sedangkan Regulatory Quality (IQ2) memiliki 

rata-rata sebesar 0,30 dengan standar deviasi 0,66. Nilai minimum IQ1 sebesar -

1,16 dan maksimum 1,91, sedangkan IQ2 memiliki rentang antara -1,78 hingga 

1,10.  

 

4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya korelasi yang 

tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Pada penelitian ini, pengujian 

multikolinearitas dilakukan menggunakan pendekatan Variance Inflation Factor 

(VIF) dan nilai tolerance (1/VIF). Berdasarkan hasil pengujian persamaan 1 dalak 

Tabel IV.2, seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di bawah ambang batas 
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kritis 10. Variabel kualitas regulasi (IQ2) memiliki nilai VIF tertinggi sebesar 8,95 

dengan nilai tolerance sebesar 0,111703, diikuti oleh efektivitas pemerintahan 

(IQ1) dengan nilai VIF sebesar 8,08 dan tolerance sebesar 0,123755. Sementara 

itu, variabel emisi karbon (CE) memiliki nilai VIF sebesar 2,79, pengembangan 

teknologi (TD) sebesar 2,67, energi terbarukan (RE) sebesar 1,92, dan ekonomi 

sirkular biru (CBE) sebesar 1,56. Nilai VIF yang relatif rendah pada variabel-

variabel tersebut menunjukkan bahwa hubungan linear antarvariabel independen 

cenderung lemah sehingga tidak menimbulkan distorsi terhadap estimasi parameter 

regresi. Selain itu, nilai Mean VIF sebesar 4,33 semakin memperkuat bahwa model 

penelitian terbebas dari permasalahan multikolinearitas.  

Tabel IV.2 Uji Multikolinearitas Persamaan 1 

Variabel VIF 1/VIF 

IQ2 8.95 0.111703 

IQ1 8.08 0.123755 

LCE 2.79 0.358283 

TD 2.67 0.374050 

RE 1.92 0.520820 

CBE 1.56 0.641046 

Statistik Nilai 

Mean VIF 4.33 

Sumber: Data diolah peneliti (2026) 

Berdasarkan hasil pengujian persamaan 2 pada Tabel IV.3, seluruh variabel 

independen memiliki nilai VIF yang berada jauh di bawah batas kritis 10. Variabel 

emisi karbon (CE) memiliki nilai VIF tertinggi sebesar 4,28 dengan nilai tolerance 

sebesar 0,233831. Selanjutnya, variabel energi terbarukan (RE) memiliki nilai VIF 

sebesar 3,49 dengan tolerance sebesar 0,286695. Sedangkan Variabel Gross Fixed 

Capital Formation (GFCF) dan Climate Risk Exposure (CRE) masing-masing 

memiliki nilai VIF sebesar 2,88 dan 2,78. Sementara itu, variabel lag ketahanan 
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pangan (L1.FSI) memiliki nilai VIF sebesar 1,80, diikuti variabel keberlanjutan 

ekonomi biru (BES) sebesar 1,60 dan pertumbuhan penduduk (PG) sebesar 1,57. 

Selain itu, nilai Mean VIF sebesar 2,63 menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

persamaan 2 terbebas dari permasalahan multikolinearitas. 

Tabel IV.3 Uji Multikolinearitas Persamaan 2 

Variabel VIF 1/VIF 

CE 4.28 0.233831 

RE 3.49 0.286695 

GFCF 2.88 0.346628 

CRE 2.78 0.359344 

L1.FSI 1.80 0.554223 

BES 1.60 0.626232 

PG 1.57 0.637639 

Statistik Nilai 

Mean VIF 2.63 

Sumber: Data diolah peneliti (2026) 

 

4.3.2. Uji Diagnostik 

Uji diagnostik model pada Persamaan 1 dilakukan untuk memastikan bahwa 

model estimasi Generalized Method of Moments (GMM) yang digunakan telah 

memenuhi asumsi validitas model dinamis panel. Pengujian ini mencakup uji 

autokorelasi Arellano-Bond dan uji validitas instrumen melalui Sargan test. 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel IV.4, uji Arellano-Bond AR(1) 

menghasilkan nilai statistik sebesar -1,13 dengan probabilitas sebesar 0,256. Nilai 

probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen menunjukkan bahwa 

model tidak mengalami autokorelasi orde pertama. Selanjutnya, uji Arellano-Bond 

AR(2) menghasilkan nilai statistik sebesar -0,53 dengan probabilitas sebesar 0,599. 

Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi orde kedua pada residual 
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model. Selain itu, validitas instrumen diuji menggunakan Sargan test. Hasil 

pengujian menunjukkan nilai statistik Sargan sebesar 21,21 dengan probabilitas 

sebesar 0,667. Nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 mengindikasikan bahwa 

instrumen yang digunakan dalam model dinyatakan valid. Dengan kata lain, tidak 

terdapat korelasi antara instrumen dengan residual model, sehingga instrumen 

memenuhi syarat eksogenitas. 

Tabel IV.4 Uji Diagnostik Model Persamaan 1 

Pengujian Nilai Probabilitas Keterangan 

Arellano-Bond 

AR(1) 

-1.13 0.256 Tidak terdapat autokorelasi orde 

pertama 

Arellano-Bond 

AR(2) 

-0.53 0.599 Tidak terdapat autokorelasi orde 

kedua 

Sargan Test 21.21 0.667 Instrumen valid 

Jumlah Instrumen 17 
  

Jumlah Observasi 110 
  

Jumlah Kelompok 11 
  

Sumber: Data diolah peneliti (2026) 

Menurut hasil pengujian persamaan 2 pada Tabel IV.5, uji Arellano-Bond 

AR(1) menghasilkan nilai statistik sebesar 0,24 dengan probabilitas sebesar 0,813. 

Nilai probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen menunjukkan 

bahwa model tidak mengalami autokorelasi orde pertama. Selanjutnya, hasil uji 

Arellano-Bond AR(2) menunjukkan nilai statistik sebesar 0,29 dengan probabilitas 

sebesar 0,772. Hasil ini mengindikasikan bahwa residual model juga tidak 

mengalami autokorelasi orde kedua. Selanjutnya, uji Sargan menunjukkan nilai 

statistik sebesar 26,77 dengan probabilitas sebesar 0,991. Nilai probabilitas yang 

jauh lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat korelasi antara instrumen 

dengan error term model, sehingga instrumen memenuhi asumsi eksogenitas yang 

diperlukan dalam estimasi GMM. 
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Tabel IV.5 Uji Diagnostik Model Persamaan 2 

Pengujian Nilai Probabilitas Keterangan 

Arellano-Bond 

AR(1) 

0.24 0.813 Tidak terdapat autokorelasi orde 

pertama 

Arellano-Bond 

AR(2) 

0.29 0.772 Tidak terdapat autokorelasi orde 

kedua 

Sargan Test 26.77 0.991 Instrumen valid 

Jumlah Instrumen 18 
  

Jumlah Observasi 110 
  

Jumlah Kelompok 11 
  

Sumber: Data diolah peneliti (2026) 

4.3.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada Persamaan 1 dilakukan menggunakan pendekatan 

Generalized Method of Moments (GMM) untuk menganalisis pengaruh emisi 

karbon (CE), energi terbarukan (RE), pengembangan teknologi (LTD), dan 

ekonomi sirkular biru (CBE) terhadap keberlanjutan ekonomi biru (BES), serta 

menguji peran moderasi kualitas institusional yang diproksikan melalui efektivitas 

pemerintahan (IQ1) dan kualitas regulasi (IQ2). Hasil estimasi disajikan pada Tabel 

IV.6.  

Variabel lag keberlanjutan ekonomi biru (L1.BES) memiliki koefisien sebesar 

0,2802 dengan probabilitas sebesar 0,257. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel 

tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi biru pada 

periode saat ini. Sedangkan variabel emisi karbon (CE) menunjukkan koefisien 

sebesar -7,3278 dan signifikan pada tingkat 1 persen dengan probabilitas sebesar 

0,003. Maknanya setiap peningkatan satu satuan emisi karbon akan menurunkan 

indeks keberlanjutan ekonomi biru sebesar 7,3278 poin. Lalu energi terbarukan 

(RE) juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan 

ekonomi biru dengan koefisien sebesar -0,3581 dan probabilitas sebesar 0,003, 
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yang signifikan pada tingkat 1 persen. Artinya, setiap peningkatan satu satuan porsi 

energi terbarukan justru menurunkan indeks keberlanjutan ekonomi biru sebesar 

0,3581 poin dalam jangka pendek. 

Tabel IV.6 Hasil Estimasi GMM Persamaan 1 

Variabel Koefisien Std. 

Error 

t-Statistik Prob. Keterangan 

L1.BES 0.2802 0.2460 1.14 0.257 Tidak signifikan 

CE -7.3278 2.4393 -3.00 0.003*** Signifikan negatif 

RE -0.3581 0.1168 -3.07 0.003*** Signifikan negatif 

LTD 4.0786 1.3858 2.94 0.004*** Signifikan positif 

CBE -0.2230 0.0963 -2.32 0.023** Signifikan negatif 

CBE_IQ1 -1.9387 0.6166 -3.14 0.002*** Signifikan negatif 

CBE_IQ2 3.3409 1.0324 3.24 0.002*** Signifikan positif 

Konstanta 76.6187 24.6995 3.10 0.002*** Signifikan 

Sumber: Data diolah peneliti (2026) 

Sebaliknya, variabel pengembangan teknologi (LTD) memiliki koefisien 

positif sebesar 4,0786 dan signifikan pada tingkat 1 persen dengan probabilitas 

sebesar 0,004. Koefisien ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan 

indeks pengembangan teknologi akan meningkatkan keberlanjutan ekonomi biru 

sebesar 4,0786 poin. Kemudian, ekonomi sirkular biru (CBE) menunjukkan 

koefisien negatif sebesar -0,2230 dan signifikan pada tingkat 5 persen dengan 

probabilitas sebesar 0,023. Nilai ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan 

indeks ekonomi sirkular biru akan menurunkan keberlanjutan ekonomi biru sebesar 

0,2230 poin dalam jangka pendek.  

Pada pengujian efek moderasi, interaksi antara ekonomi sirkular biru dan 

efektivitas pemerintahan (CBE_IQ1) menunjukkan koefisien negatif sebesar -

1,9387 dengan probabilitas sebesar 0,002, yang signifikan pada tingkat 1 persen. 

Koefisien moderasi ini mengandung makna bahwa kehadiran efektivitas 
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pemerintahan yang tinggi justru memperburuk pengaruh negatif ekonomi sirkular 

biru terhadap keberlanjutan ekonomi biru sebesar 1,9387 poin untuk setiap 

peningkatan satu satuan interaksi keduanya. Di sisi lain, interaksi antara ekonomi 

sirkular biru dan kualitas regulasi (CBE_IQ2) memiliki koefisien positif sebesar 

3,3409 dan signifikan pada tingkat 1 persen dengan probabilitas sebesar 0,002. 

Nilai moderasi ini menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan interaksi antara 

ekonomi sirkular biru dan kualitas regulasi akan meningkatkan keberlanjutan 

ekonomi biru sebesar 3,3409 poin. Sementara itu, konstanta model memiliki 

koefisien positif sebesar 76,6187 dan signifikan pada tingkat 1 persen dengan 

probabilitas sebesar 0,002, yang mencerminkan nilai dasar keberlanjutan ekonomi 

biru ketika seluruh variabel independen bernilai nol.  

Secara keseluruhan, hasil estimasi persamaan pertama menunjukkan bahwa 

pengembangan teknologi dan kualitas regulasi merupakan dua faktor paling 

determinan dalam mendorong keberlanjutan ekonomi biru, dengan koefisien yang 

relatif besar dan signifikan pada tingkat kepercayaan tertinggi. Sebaliknya, emisi 

karbon, energi terbarukan, dan ekonomi sirkular biru masih menunjukkan dampak 

negatif dalam jangka pendek yang secara kolektif mengindikasikan adanya biaya 

transisi struktural menuju pembangunan ekonomi biru berkelanjutan. Temuan ini 

menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang tidak hanya mendorong adopsi energi 

bersih dan model sirkular, tetapi juga memastikan tersedianya kerangka regulasi 

yang kuat dan teknologi yang memadai sebagai prasyarat keberhasilan transisi 

tersebut. 
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Pengujian hipotesis pada persamaan kedua dilakukan untuk menganalisis 

pengaruh keberlanjutan ekonomi biru (BES), emisi karbon (CE), energi terbarukan 

(RE), pembentukan modal tetap bruto (GFCF), pertumbuhan penduduk (PG), serta 

paparan risiko iklim (CRE) terhadap ketahanan pangan (FSI). Selain itu, penelitian 

ini juga menguji peran moderasi kualitas institusional yang diproksikan melalui 

efektivitas pemerintahan (IQ1) dan kualitas regulasi (IQ2). Hasil estimasi 

ditampilkan pada Tabel IV.7.  

Variabel lag ketahanan pangan (L1.FSI) memiliki koefisien positif sebesar 

1,3711 dan signifikan pada tingkat 1 persen dengan probabilitas sebesar 0,000. 

Nilai koefisien yang melampaui angka satu ini mengandung makna bahwa setiap 

peningkatan satu satuan prevalensi kekurangan gizi pada periode sebelumnya akan 

mendorong peningkatan prevalensi kekurangan gizi pada periode saat ini sebesar 

1,3711 poin. Selanjutnya, eberlanjutan ekonomi biru (BES) menunjukkan koefisien 

negatif sebesar -0,1988 dan signifikan pada tingkat 1 persen dengan probabilitas 

sebesar 0,004. Koefisien ini mengandung makna bahwa setiap peningkatan satu 

satuan indeks keberlanjutan ekonomi biru akan menurunkan prevalensi kekurangan 

gizi sebesar 0,1988 poin.  

Lalu, variabel emisi karbon (CE) menunjukkan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap ketahanan pangan dengan koefisien sebesar 0,7848 dan 

probabilitas sebesar 0,011, yang signifikan pada tingkat 5 persen. Nilai ini berarti 

bahwa setiap peningkatan satu satuan emisi karbon akan meningkatkan prevalensi 

kekurangan gizi sebesar 0,7848 poin. Sementara itu, variabel energi terbarukan 

(RE) memiliki koefisien positif sebesar 0,0465 dan signifikan pada tingkat 1 persen 
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dengan probabilitas sebesar 0,006. Artinya, setiap peningkatan satu satuan porsi 

energi terbarukan akan meningkatkan prevalensi kekurangan gizi sebesar 0,0465 

poin.  

Tabel IV. 7 Hasil Estimasi GMM Persamaan 2 

Variabel Koefisien Std. 

Error 

t-Statistik Prob. Keterangan 

L1.FSI 1.3711 0.1080 12.70 0.000*** Signifikan positif 

BES -0.1988 0.0683 -2.91 0.004*** Signifikan negatif 

LCE 0.7848 0.3014 2.60 0.011** Signifikan positif 

RE 0.0465 0.0167 2.79 0.006*** Signifikan positif 

GFCF -0.0702 0.0283 -2.48 0.015** Signifikan negatif 

PG 0.1503 0.0868 1.73 0.087* Signifikan positif 

CRE 2.3696 1.0031 2.36 0.020** Signifikan positif 

CRE_IQ1 2.2567 1.0307 2.19 0.031** Signifikan positif 

CRE_IQ2 -2.0793 0.9730 -2.14 0.035** Signifikan negatif 

Konstanta -23.1101 7.2462 -3.19 0.002*** Signifikan 

Sumber: Data diolah peneliti (2026) 

Sebaliknya, variabel pembentukan modal tetap bruto (GFCF) menunjukkan 

koefisien negatif sebesar -0,0702 dan signifikan pada tingkat 5 persen dengan 

probabilitas sebesar 0,015. Nilai ini mengandung makna bahwa setiap peningkatan 

satu satuan rasio GFCF akan menurunkan prevalensi kekurangan gizi sebesar 

0,0702 poin. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk (PG) memiliki koefisien positif 

sebesar 0,1503 dan signifikan pada tingkat 10 persen dengan probabilitas sebesar 

0,087. Nilai koefisien ini berarti bahwa setiap peningkatan satu persen pertumbuhan 

penduduk akan meningkatkan prevalensi kekurangan gizi sebesar 0,1503 poin, 

yang berarti memperburuk ketahanan pangan. Sementara itu, variabel paparan 

risiko iklim (CRE) menunjukkan koefisien positif sebesar 2,3696 dan signifikan 

pada tingkat 5 persen dengan probabilitas sebesar 0,020. Koefisien ini mengandung 
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makna bahwa setiap peningkatan satu satuan indeks paparan risiko iklim akan 

meningkatkan prevalensi kekurangan gizi sebesar 2,3696 poin.  

Pada pengujian efek moderasi, interaksi antara paparan risiko iklim dan 

efektivitas pemerintahan (CRE_IQ1) menunjukkan koefisien positif sebesar 2,2567 

dan signifikan pada tingkat 5 persen dengan probabilitas sebesar 0,031. Nilai 

moderasi ini mengandung makna bahwa kehadiran efektivitas pemerintahan yang 

tinggi justru memperkuat pengaruh positif paparan risiko iklim terhadap prevalensi 

kekurangan gizi sebesar 2,2567 poin untuk setiap peningkatan satu satuan interaksi 

keduanya. Sebaliknya, interaksi antara paparan risiko iklim dan kualitas regulasi 

(CRE_IQ2) menunjukkan koefisien negatif sebesar -2,0793 dan signifikan pada 

tingkat 5 persen dengan probabilitas sebesar 0,035. Nilai moderasi negatif ini 

berarti bahwa peningkatan satu satuan interaksi antara paparan risiko iklim dan 

kualitas regulasi akan menurunkan prevalensi kekurangan gizi sebesar 2,0793 poin. 

Konstanta model memiliki koefisien negatif sebesar -23,1101 dan signifikan pada 

tingkat 1 persen dengan probabilitas sebesar 0,002, yang mencerminkan nilai dasar 

prevalensi undernourishment ketika seluruh variabel independen bernilai nol dan 

mengkonfirmasi validitas struktural model secara keseluruhan.  

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberlanjutan Ekonomi Biru 

Pengaruh emisi karbon terhadap keberlanjutan ekonomi biru 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan emisi karbon berpengaruh 

terhadap penurunan keberlanjutan ekonomi biru. Temuan ini mengindikasikan 
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semakin tinggi tingkat emisi karbon yang dihasilkan, maka semakin besar tekanan 

lingkungan yang dapat mengganggu keberlanjutan aktivitas ekonomi berbasis 

kelautan dan pesisir. Menurut perspektif teori pembangunan berkelanjutan, 

khususnya SDGs poin 13 (climate action), emisi karbon dipandang sebagai salah 

satu penyebab utama perubahan iklim yang berdampak pada kerusakan ekosistem 

laut.  

Bila dipandang dari sisi maqasyid alsyariah, tingginya emisi karbon 

mencerminkan aktivitas pembangunan yang belum sepenuhnya memperhatikan 

prinsip kemaslahatan. Penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu 

yang menegaskan bahwa peningkatan emisi karbon mempercepat kerusakan 

ekosistem laut, melampaui daya dukung lingkungan, serta meningkatkan degradasi 

wilayah pesisir sehingga menghambat keberlanjutan pembangunan dan efektivitas 

implementasi ekonomi biru (Hoegh-Guldberg & Bruno, 2010; Rhoden, 2025; 

Rockström dkk., 2009). 

 

Pengaruh energi terbarukan terhadap keberlanjutan ekonomi biru 

Hasil estimasi menunjukkan bahwa energi terbarukan berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi biru dengan koefisien sebesar -

0,3581 pada tingkat signifikansi 1 persen. Secara arah temuan ini bertentangan 

dengan prediksi teori pembangunan berkelanjutan dalam kerangka SDG ke-13 yang 

menempatkan energi terbarukan sebagai instrumen utama dalam mendukung 

pembangunan rendah karbon dan mengurangi kerusakan lingkungan akibat 

penggunaan energi fosil. Penyebab utama yang menjelaskan hasil paradoksal ini 
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terletak pada proporsi penggunaan energi terbarukan yang masih sangat kecil di 

sebagian besar negara sampel penelitian, sehingga secara empiris belum mampu 

menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi biru.  

Berdasarkan data Energy Institute, energi terbarukan secara global baru 

menyumbang sekitar 7,3 persen dari total konsumsi energi primer pada tahun 2024, 

meskipun kapasitas energi angin dan surya tumbuh 16 persen dalam periode yang 

sama (Energy Institute, 2025). Angka ini mencerminkan bahwa pertumbuhan 

kapasitas energi terbarukan yang pesat belum diikuti oleh peningkatan proporsinya 

dalam bauran energi secara keseluruhan, karena pertumbuhan energi terbarukan 

terjadi secara adisional di atas konsumsi energi fosil yang terus meningkat, bukan 

sebagai pengganti energi fosil. 

Kondisi ini secara khusus tercermin dalam struktur energi negara-negara 

BRICS yang menjadi sampel penelitian. Di tingkat negara, China memimpin 

ekspansi energi terbarukan global dengan menyumbang 55 persen dari seluruh 

penambahan kapasitas energi terbarukan dunia pada tahun 2023. Di sisi lain China 

juga menjadi negara dengan konsumsi batu bara terbesar di dunia.  India 

menghadapi situasi serupa, di mana konsumsi batu baranya kini melampaui 

konsumsi gabungan Eropa dan Amerika Utara (Igini, 2024). Sementara itu, Rusia 

masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil lebih dari 60,4 persen untuk 

pembangkitan listriknya pada tahun 2023 (Advanced Energy Network & Research 

Technologies, 2024). 

Sedangkan dari perspektif teori pembangunan berkelanjutan, temuan ini 

mengindikasikan bahwa energi terbarukan baru berada pada fase awal transisi 
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struktural di negara-negara BRICS, di mana biaya adaptasi, keterbatasan 

infrastruktur grid, dan belum terintegrasinya teknologi energi terbarukan. 

Sementara dari perspektif maqashid al-syariah, kondisi ini mencerminkan bahwa 

pengembangan energi terbarukan yang belum merata dan belum mampu 

menggantikan dominasi energi fosil secara substantif belum sepenuhnya 

mewujudkan prinsip kemaslahatan. Temuan ini berbeda dengan berbagai penelitian 

terdahulu yang menyatakan bahwa energi terbarukan mampu mendukung transisi 

ekonomi rendah karbon, menurunkan emisi sektor maritim, serta memperkuat 

keberlanjutan ekonomi biru melalui perlindungan ekosistem laut dan peningkatan 

efisiensi ekonomi jangka panjang (Barbier, 2012; Wang dkk., 2024). 

 

Pengaruh pengembangan teknologi terhadap keberlanjutan ekonomi biru 

Peningkatan pengembangan teknologi berpengaruh positif terhadap 

keberlanjutan ekonomi biru. Sesuai perspektif teori pembangunan berkelanjutan, 

khususnya poin 9 (industry, Innovation, and Infrastructure) SDGs, inovasi 

teknologi dipandang sebagai instrumen penting dalam mendorong industrialisasi 

berkelanjutan, efisiensi sumber daya, dan pembangunan infrastruktur yang ramah 

lingkungan. Teknologi yang semakin berkembang memungkinkan penerapan 

sistem produksi yang lebih efisien, penggunaan energi lebih bersih, serta 

pengelolaan sumber daya laut optimal sehingga mampu memperkuat keberlanjutan 

ekonomi biru.  

Selain itu, dalam perspektif maqashid al-syariah, pengembangan teknologi 

sejalan dengan tujuan menjaga kemaslahatan manusia (maslahah) melalui 
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perlindungan harta (hifz al-mal) dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung 

jawab khalifah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa 

peningkatan paten domestik mencerminkan penguatan inovasi dan kapasitas 

teknologi nasional yang mampu mendorong efisiensi produksi, adopsi teknologi 

ramah lingkungan, daya saing ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan jangka 

panjang. 

 

Pengaruh ekonomi sirkular biru terhadap keberlanjutan ekonomi biru 

Hasil estimasi menunjukkan bahwa ekonomi sirkular biru berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi biru dengan koefisien 

sebesar -0,2230 pada tingkat signifikansi 5 persen. Temuan ini secara arah 

bertentangan dengan prediksi teori pembangunan berkelanjutan dalam kerangka 

SDG ke-12 yang menempatkan ekonomi sirkular biru sebagai instrumen strategis 

dalam mewujudkan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab melalui 

efisiensi sumber daya, pengurangan limbah laut, daur ulang, serta pemanfaatan 

kembali sumber daya kelautan secara berkelanjutan. 

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi ekonomi sirkular 

biru di negara-negara BRICS masih berada pada tahap awal dan sangat tidak merata 

antar negara. Meskipun China memiliki kebijakan ekonomi sirkular yang paling 

ambisius di antara negara-negara BRICS dengan program daur ulang skala besar 

dan sistem pemilahan sampah wajib di berbagai kota (Tahlela & Netswela, 2026). 

Kondisi ini semakin diperjelas oleh fakta bahwa sektor kelautan dan maritim di 
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negara-negara BRICS masih menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan 

limbah berbasis laut. Diperkirakan sekitar 15 juta metrik ton sampah plastik masuk 

ke lautan setiap tahun, dan angka ini diproyeksikan meningkat tajam pada 2040 

(World Bank, 2025). Secara global, hanya sekitar 9 persen plastik yang berhasil 

didaur ulang, sementara sekitar 22 persen sampah plastik dunia tidak terkumpul, 

dibuang sembarangan, atau berakhir sebagai sampah di lingkungan terbuka (The 

Ocean Cleanup, 2023). Hal itu mencerminkan betapa jauhnya jarak antara konsep 

ekonomi sirkular dengan implementasi riilnya di sektor kelautan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ekonomi sirkular biru 

masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan teknologi, rendahnya 

kesiapan infrastruktur, lemahnya regulasi, serta tingginya biaya transisi menuju 

sistem produksi yang lebih sirkular. Selain itu, dalam perspektif maqashid 

alsyariah, konsep ekonomi sirkular sejatinya sejalan dengan prinsip menjaga 

kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadah) sebagai bentuk perlindungan 

terhadap harta (hifz al-mal) dan lingkungan bagi generasi mendatang. Temuan ini 

berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ekonomi 

sirkular biru mampu menciptakan sistem ekonomi maritim yang lebih efisien, 

ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip sirkular dalam 

mendukung pembangunan berkelanjutan (Geissdoerfer dkk., 2017b; Cheng & Xu, 

2021; Mignacca dkk., 2025). 
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Pengaruh ekonomi sirkular biru terhadap keberlanjutan ekonomi biru dengan 

kualitas institusi sebagai variabel moderasi 

Hasil pengujian efek moderasi menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan 

justru memperlemah pengaruh ekonomi sirkular biru terhadap keberlanjutan 

ekonomi biru. Sebaliknya, interaksi antara ekonomi sirkular biru dan kualitas 

regulasi (CBE_IQ2) mengindikasikan bahwa kualitas regulasi mampu memperkuat 

pengaruh ekonomi sirkular biru terhadap keberlanjutan ekonomi biru. Dalam 

perspektif teori pembangunan berkelanjutan, khususnya poin 16 (peace, justice, and 

strong institutions) SDGs, kualitas institusional dipandang sebagai faktor penting 

dalam menentukan efektivitas pengelolaan sumber daya alam, implementasi 

kebijakan lingkungan, dan keberhasilan pembangunan berkelanjutan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan yang 

belum optimal kemungkinan masih menghadapi persoalan birokrasi, lemahnya 

koordinasi kelembagaan, serta ketidakefisienan implementasi kebijakan sehingga 

belum mampu mendukung efektivitas ekonomi sirkular biru dalam memperkuat 

keberlanjutan ekonomi biru. Berdasarkan data Worldwide Governance Indicators 

(WGI) tahun 2023, skor percentile rank efektivitas pemerintahan di negara-negara 

BRICS menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Rusia hanya mencatatkan 

percentile rank sebesar 26,42 persen pada tahun 2023, yang berarti sekitar 73 

persen negara di dunia memiliki efektivitas pemerintahan yang lebih baik dari 

Rusia. Skor estimasi efektivitas pemerintahan Rusia tercatat sebesar -0,71 pada 

skala -2,5 hingga 2,5, mencerminkan kinerja di bawah rata-rata global dalam hal 

kualitas layanan publik, kompetensi birokrasi, dan kredibilitas implementasi 
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kebijakan. Brazil mencatatkan percentile rank sebesar 32,08 persen pada tahun 

2023, sementara Afrika Selatan berada di posisi negatif dengan skor estimasi 

sebesar -0,257 pada tahun yang sama. Hanya China yang mencatatkan percentile 

rank relatif lebih tinggi sebesar 73,58 persen pada tahun 2023, namun bahkan 

pencapaian ini tidak serta merta menjamin efektivitas implementasi kebijakan 

ekonomi sirkular biru di sektor kelautan (Trading Economics, 2026). 

Sebaliknya, kualitas regulasi yang baik mampu menciptakan kepastian 

hukum, memperkuat pengawasan lingkungan, serta mendorong implementasi 

praktik ekonomi sirkular yang lebih efektif dan berkelanjutan di sektor maritim dan 

kelautan. Menurut maqashid alsyariah, kualitas institusional yang baik 

mencerminkan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam 

menjaga sumber daya alam sebagai amanah bagi generasi mendatang. Hasil 

penelitian ini juga diperkuat oleh Barbier dan Burgess (2021) yang menjelaskan 

bahwa kualitas institusional mencakup hukum, regulasi pemerintah, perlindungan 

hak, dan pelayanan publik yang membentuk efektivitas tata kelola suatu negara. 

Selain itu, Lemos dan Agrawal (2006); Partelow dkk. (2020) menegaskan bahwa 

keberhasilan pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sangat 

ditentukan oleh kapasitas institusi dalam merancang kebijakan, menegakkan 

regulasi, dan mengoordinasikan berbagai kepentingan lintas sektor secara efektif. 
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4.4.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketahanan Pangan 

Pengaruh keberlanjutan ekonomi biru terhadap ketahanan pangan 

Salah satu faktor peningkatan ketahanan pangan terletak pada keberlanjutan 

ekonomi biru. Pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan berperan penting 

dalam menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan akses masyarakat terhadap 

sumber pangan bergizi, serta memperkuat stabilitas sistem pangan dalam jangka 

panjang (Samy-Kamal, 2025). Hal tersebut sejalan dengan teori pembangunan 

berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, 

perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.  

Sedangkan menurut maqashid alsyariah, keberlanjutan ekonomi biru juga 

sejalan dengan tujuan menjaga kehidupan (hifz al-nafs) dan menjaga harta (hifz al-

mal) melalui pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa 

ekonomi biru melalui sektor perikanan, akuakultur, dan budidaya pesisir 

berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan, nutrisi masyarakat, dan 

stabilitas ketahanan pangan, meskipun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh 

tantangan eksploitasi sumber daya, pencemaran, perubahan iklim, dan lemahnya 

tata kelola maritime (Hussain dkk., 2018; Kah & Raimi, 2022; Ningsih dkk., 2024; 

Saba dkk., 2024; Siti Aisyah dkk., 2025). 

 

Pengaruh emisi karbon terhadap ketahanan pangan 

Sementara itu, pengaruh emisi karbon melemahkan ketahanan pangan. 

Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat emisi karbon yang 
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dihasilkan, semakin besar tekanan terhadap sistem pangan melalui perubahan iklim, 

degradasi lingkungan, dan terganggunya stabilitas produksi pangan (Segbefia dkk., 

2023). Emisi karbon dipandang sebagai salah satu faktor utama penyebab 

perubahan iklim yang dapat mengancam keberlanjutan sistem pangan global 

berdasarkan teori pembangunan berkelanjutan, khususnya pada poin 13 SDGs 

(Climate Action).  

Kerusakan lingkungan akibat tingginya emisi karbon dipandang bertentangan 

dengan prinsip maqashid al-syariah, karena dapat mengancam keberlangsungan 

hidup manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu 

yang menegaskan bahwa peningkatan emisi karbon dan gas rumah kaca dapat 

memperburuk ketahanan pangan melalui perubahan iklim dan penurunan 

produktivitas pertanian, sehingga diperlukan pengendalian emisi dan penerapan 

pertanian berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pangan jangka Panjang (Edoja 

dkk., 2016; Kumar dkk., 2015; Sonwani & Saxena, 2022; Valin dkk., 2013). 

 

Pengaruh energi terbarukan terhadap ketahanan pangan 

Penggunaan energi terbarukan dalam jangka pendek justru berkorelasi 

dengan penurunan ketahanan pangan. Temuan ini tidak sejalan dengan hipotesis 

penelitian yang memprediksi bahwa energi terbarukan mampu memperkuat 

ketahanan pangan melalui pengurangan emisi karbon dan peningkatan 

keberlanjutan lingkungan. Menurut teori pembangunan berkelanjutan, khususnya 

poin 13 (climate Action) SDGs, energi terbarukan dipandang sebagai instrumen 

penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan menekan 
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dampak perubahan iklim yang mengancam sistem pangan global. Namun demikian, 

hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa proses transisi menuju energi bersih 

dalam jangka pendek masih dapat menimbulkan trade-off terhadap sektor pangan.  

Ketidaksesuaian ini dapat dipahami apabila dicermati bahwa proporsi energi 

terbarukan dalam bauran energi total BRICS masih sangat terbatas. Meskipun 

kapasitas non-fosil BRICS baru melampaui 50% kapasitas terpasang pada 2024, 

angka tersebut hanya mencerminkan kapasitas instalasi, bukan konsumsi energi 

primer aktual. Bahan bakar fosil masih mendominasi dalam penggunaan sehari-hari 

di negara anggota BRICS. Misalnya China mengonsumsi sekitar 140 exajoule fosil 

pada 2023, sementara Rusia dan India tetap bergantung besar pada batu bara dan 

gas (Visual Capitalist, 2024; Global Energy Monitor, 2024). 

Selain itu, tingginya biaya investasi dan penyesuaian teknologi energi bersih 

juga dapat meningkatkan biaya produksi sektor pertanian sehingga memperlemah 

akses dan stabilitas pangan masyarakat (Kurmanov dkk., 2025). Sedangkan dari 

sudut pandang maqashid al-syariah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

pengelolaan energi harus tetap mempertimbangkan prinsip kemaslahatan 

(maslahah) dan menjaga kehidupan (hifz al-nafs) agar transisi energi tidak 

menimbulkan dampak negatif terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. 

Temuan ini berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa 

energi terbarukan mampu mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan 

efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan, meskipun efektivitasnya tetap 

dipengaruhi oleh tata kelola transisi energi dan potensi trade-off antara kebutuhan 
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energi dan pangan (Asamoah, 2020; Kipkoech dkk., 2022; Neupane dkk., 2022; 

Rehman dkk., 2024). 

 

Pengaruh pembentukan modal tetap bruto terhadap ketahanan pangan 

Selanjutnya, peningkatan pembentukan modal tetap bruto berkontribusi 

terhadap peningkatan ketahanan pangan. Temuan ini menunjukkan bahwa investasi 

pada aset tetap, infrastruktur, dan modal produktif mampu memperkuat kapasitas 

produksi pangan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta menjaga stabilitas sistem 

pangan (Huang & Ma, 2010). Investasi modal mendorong pembangunan 

infrastruktur, inovasi teknologi, dan industrialisasi berkelanjutan dalam perspektif 

teori pembangunan berkelanjutan, khususnya poin 9 (industry, Innovation, and 

Infrastructure) SDGs.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menegaskan 

bahwa peningkatan pembentukan modal tetap bruto mampu meningkatkan 

investasi produktif, produktivitas sektor pangan, efisiensi distribusi, serta stabilitas 

ketahanan pangan (Gallo & Epps, 1994; Huang & Ma, 2010; Nyajure Achar dkk., 

2024). Menurut perspektif maqashid al-syariah, investasi produktif juga sejalan 

dengan prinsip menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga kehidupan (hifz al-nafs) 

karena pembangunan infrastruktur dan peningkatan produktivitas pangan menjadi 

bagian dari upaya menciptakan kemaslahatan masyarakat. 
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Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap ketahanan pangan 

Hasil lain penelitian memperlihatkan bahwa pertumbuhan penduduk 

berkontribusi terhadap meningkatnya prevalensi kekurangan gizi masyarakat 

sehingga melemahkan ketahanan pangan. Temuan ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas 

produksi pangan, distribusi, dan akses pangan dapat menimbulkan tekanan besar 

terhadap sistem pangan nasional (Miladinov, 2023). Berdasarkan tujuan SDGs poin 

11 (sustainable cities and communities), pertumbuhan populasi harus diimbangi 

dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur 

pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.  

Bila dipandang dari maqashid al-syariah, pertumbuhan penduduk tanpa 

diimbangi dengan ketersediaan pangan yang banyak akan mengancam keselamatan 

seseorang sehingga dapat terindikasi melanggar prinsip tersebut. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa 

pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan prevalensi kekurangan 

gizi dan kerawanan pangan akibat meningkatnya tekanan terhadap sumber daya 

pangan dan kapasitas produksi pertanian (Aiyedogbon dkk., 2022; Cheeseman, 

2016; Hall dkk., 2017; Klaus M. Leisinger dkk., 2002). 

 

Pengaruh paparan resiko iklim terhadap ketahanan pangan 

Faktor lain dari ketahanan pangan berkaitan dengan peningkatan paparan 

resiko iklim. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko iklim yang 

dihadapi suatu negara, maka semakin besar gangguan terhadap sistem produksi, 
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distribusi, dan stabilitas pangan sehingga memperbesar potensi kerawanan pangan 

masyarakat (Osman, 2023). Menurut teori pembangunan berkelanjutan dalam 

Tujuan SDGs poin 13 (climate action), perubahan iklim dipandang sebagai 

ancaman serius terhadap keberlanjutan sistem pangan global karena dapat 

menurunkan produktivitas pertanian, memperburuk degradasi lingkungan, dan 

meningkatkan ketidakpastian pasokan pangan.  

Hasil penelitian ini diperkuat dengan berbagai penelitian terdahulu yang 

menegaskan bahwa perubahan iklim dapat menurunkan produktivitas pangan dan 

memperburuk ketahanan pangan, khususnya di negara berkembang yang memiliki 

kapasitas adaptasi iklim yang rendah (D’Orazio, 2021; Mirzabaev dkk., 2023; 

Wollenberg dkk., 2016). Sedangkan dilihat dari perspektif maqashid al-syariah, 

kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan menjaga kehidupan (hifz al-nafs) dan 

menjaga keturunan (hifz al-nasl) karena ketahanan pangan menjadi bagian penting 

dalam menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara 

berkelanjutan. 

 

Pengaruh paparan resiko iklim terhadap ketahanan pangan dengan kualitas 

institusi sebagai variabel moderasi 

Hasil pengujian efek moderasi memperlihatkan variabel efektivitas 

pemerintahan justru memperkuat pengaruh paparan risiko iklim terhadap 

penurunan ketahanan pangan. Sebaliknya, kualitas regulasi mampu memperlemah 

dampak negatif paparan risiko iklim terhadap ketahanan pangan. Menurut 

perspektif pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam SDGs poin 16 
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(perdamaian, keadilan, dan lembaga kuat), kualitas institusional menjadi faktor 

penting dalam memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi perubahan iklim 

dan menjaga stabilitas sistem pangan. Efektivitas pemerintahan dan kualitas 

regulasi mencerminkan kemampuan institusi dalam merancang kebijakan adaptif, 

mengoordinasikan lintas sektor, serta menegakkan aturan yang mendukung 

ketahanan pangan dan mitigasi risiko iklim.  

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan 

belum mampu secara optimal menekan dampak risiko iklim terhadap kerawanan 

pangan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh lemahnya implementasi kebijakan, 

keterbatasan kapasitas birokrasi, ketidakefisienan distribusi bantuan pangan, serta 

lambatnya respons pemerintah dalam menangani krisis pangan dan perubahan 

iklim. Pada beberapa negara berkembang, efektivitas pemerintahan sering kali lebih 

berorientasi pada stabilitas administrasi dan pertumbuhan ekonomi makro 

dibandingkan penguatan perlindungan pangan masyarakat rentan (FAO, 2024).  

Di India, sekitar 30% wilayah daratan berada di bawah kondisi kekeringan 

berbagai derajat pada September 2023, dengan 11,5% mengalami kondisi kering 

"parah" hingga "ekstrem" (FAO, 2025). Sedangkan di Afrika Selatan, kondisi 

serupa terjadi. Kerangka adaptasi perubahan iklim di Afrika Selatan menghadapi 

kelemahan serius, termasuk kepemimpinan terfragmentasi antar tingkat 

pemerintahan, mekanisme akuntabilitas yang lemah, kapasitas dan keahlian 

terbatas, keterlibatan komunitas tidak memadai, pendanaan kurang, serta 

keterlambatan birokrasi (Adom, 2025).  
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Sebaliknya, kualitas regulasi yang baik mampu menciptakan kepastian 

kebijakan, memperkuat sistem pengawasan, mendorong investasi adaptasi iklim, 

serta meningkatkan efektivitas implementasi strategi ketahanan pangan sehingga 

mampu mengurangi dampak negatif risiko iklim terhadap sistem pangan nasional 

(Cassimon dkk., 2022). 

Sedangkan bila disaksikan dari sudut pandang maqashid al-syariah, 

penguatan kualitas institusional sejalan dengan prinsip menjaga kehidupan (hifz al-

nafs) dan menjaga kemaslahatan (maslahah) karena tata kelola yang baik 

diperlukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kerawanan pangan akibat 

perubahan iklim. Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian 

terdahulu yang menegaskan bahwa kualitas institusi memiliki peran strategis dalam 

memperkuat ketahanan pangan. (Ibrahim dkk., 2023) menjelaskan bahwa kualitas 

institusi yang baik mampu meningkatkan efektivitas kebijakan perdagangan dan 

memperkuat tata kelola pangan secara lebih efisien di negara-negara Sub-Sahara 

Afrika. Selanjutnya, (Oyelami dkk., 2023b) menegaskan bahwa efektivitas 

pemerintahan, stabilitas politik, kualitas regulasi, pengendalian korupsi, dan 

supremasi hukum berkontribusi penting dalam menciptakan sistem pangan yang 

stabil, meskipun pengaruhnya belum optimal di beberapa negara akibat lemahnya 

implementasi kebijakan dan kapasitas tata kelola.  

Koordinasi kelembagaan yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan 

komunitas lokal menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di 

wilayah rawan perubahan iklim melalui penguatan distribusi pangan dan respons 

kebijakan yang adaptif (Bulkis dkk., 2026). Selain itu, (Knani dkk., 2026) 
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menunjukkan bahwa kualitas institusi yang tinggi mampu meningkatkan produksi 

pangan melalui pengurangan ketidakpastian regulasi dan peningkatan investasi 

pertanian, sedangkan Tang dkk. (2026) menegaskan bahwa stabilitas politik dan 

kualitas institusi secara signifikan memperkuat ketahanan pangan negara-negara 

BRICS melalui peningkatan efisiensi produksi, dukungan finansial, dan lingkungan 

kebijakan yang kondusif. Kualitas institusi menjadi faktor penting dalam 

menentukan kemampuan negara untuk menghadapi tekanan risiko iklim terhadap 

ketahanan pangan. Namun, efektivitas pemerintahan tidak selalu mampu 

memberikan dampak positif apabila tidak didukung implementasi kebijakan yang 

responsif dan berorientasi pada perlindungan pangan masyarakat. Sebaliknya, 

kualitas regulasi yang baik terbukti lebih efektif dalam memperkuat kapasitas 

adaptasi sistem pangan terhadap perubahan iklim melalui kebijakan yang konsisten, 

adaptif, dan berkelanjutan. 
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BAB V  

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada persamaan pertama, emisi karbon 

terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi biru 

dengan koefisien sebesar -7,3278 pada tingkat signifikansi 1 persen. Temuan ini 

menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berbasis laut yang masih bergantung pada 

energi fosil menciptakan tekanan ekologis yang menghambat keberlanjutan sektor 

ekonomi biru secara jangka panjang. Sejalan dengan hal tersebut, energi terbarukan 

juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi 

biru dengan koefisien sebesar -0,3581 pada tingkat signifikansi 1 persen. Kondisi 

ini mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek, transisi menuju energi 

terbarukan masih menanggung biaya adaptasi yang tinggi serta belum optimalnya 

integrasi energi terbarukan ke dalam rantai nilai sektor ekonomi biru di berbagai 

negara sampel.  

Berbeda dari kedua variabel tersebut, pengembangan teknologi justru 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi biru dengan 

koefisien sebesar 4,0786 pada tingkat signifikansi 1 persen. Hal tersebut 

menegaskan bahwa inovasi dan adopsi teknologi menjadi faktor kunci dalam 

mendorong efisiensi dan keberlanjutan sektor ekonomi biru. Sementara itu, 

ekonomi sirkular biru menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan dengan 

koefisien sebesar -0,2230. Temuan itu mengindikasikan bahwa implementasi 

prinsip ekonomi sirkular pada sektor biru masih berada dalam tahap transisi 
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sehingga biaya restrukturisasi sistem produksi dan distribusi dalam jangka pendek 

belum mampu menghasilkan manfaat keberlanjutan yang optimal. 

Terkait peran moderasi kualitas institusional pada persamaan pertama, 

efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi menunjukkan arah moderasi yang 

berbeda terhadap hubungan antara ekonomi sirkular biru dan keberlanjutan 

ekonomi biru. Efektivitas pemerintahan terbukti memperkuat pengaruh negatif 

ekonomi sirkular biru terhadap keberlanjutan ekonomi biru dengan koefisien 

sebesar -1,9387 pada tingkat signifikansi 1 persen. Hal itu mengindikasikan bahwa 

kapasitas birokrasi yang tinggi belum tentu menghasilkan kebijakan transisi yang 

responsif apabila tidak disertai desain kebijakan tepat sasaran. Sebaliknya, kualitas 

regulasi mampu memperlemah dampak negatif tersebut dengan koefisien positif 

sebesar 3,3409 pada tingkat signifikansi 1 persen, karena regulasi yang berkualitas 

menciptakan kepastian kebijakan, memperkuat tata kelola, dan mendorong 

efektivitas implementasi kebijakan ekonomi sirkular biru secara berkelanjutan. 

Pada persamaan kedua, keberlanjutan ekonomi biru terbukti berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap ketahanan pangan dengan koefisien sebesar -0,1988 

pada tingkat signifikansi 1 persen. Hal ini berarti bahwa peningkatan indeks 

keberlanjutan ekonomi biru mampu menurunkan prevalensi kekurangan gizi 

sehingga memperkuat ketahanan pangan melalui kontribusinya terhadap 

ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan dari sumber daya laut dan pesisir. Emisi 

karbon menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketahanan pangan 

dengan koefisien sebesar 0,7848 pada tingkat signifikansi 5 persen yang berarti 



109 
 

 
 

peningkatan emisi karbon memperburuk prevalensi kekurangan gizi akibat 

gangguan pada sistem produksi dan distribusi pangan.  

Energi terbarukan juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan 

koefisien sebesar 0,0465 pada tingkat signifikansi 1 persen. Hal itu menunjukkan 

bahwa dalam jangka pendek terdapat kompetisi penggunaan lahan antara sektor 

energi terbarukan dan sektor pangan sehingga menekan ketersediaan pangan. 

Pembentukan modal tetap bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ketahanan pangan dengan koefisien sebesar -0,0702 pada tingkat signifikansi 5 

persen yang memperlihatkan bahwa investasi produktif pada infrastruktur dan 

kapasitas produksi mampu menurunkan prevalensi kekurangan gizi secara 

struktural. Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan dengan 

koefisien sebesar 0,1503 pada tingkat signifikansi 10 persen, mencerminkan bahwa 

tekanan permintaan pangan yang melampaui kapasitas produksi dan distribusi 

memperburuk kondisi ketahanan pangan, khususnya di negara berkembang. 

Paparan risiko iklim juga berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 

sebesar 2,3696 pada tingkat signifikansi 5 persen, yang menegaskan bahwa tekanan 

perubahan iklim secara langsung melemahkan stabilitas sistem pangan terutama di 

negara-negara yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi. 

Terkait peran moderasi kualitas institusional pada persamaan kedua, 

efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi kembali menunjukkan arah moderasi 

yang berlawanan terhadap hubungan antara paparan risiko iklim dan ketahanan 

pangan. Efektivitas pemerintahan justru memperkuat pengaruh negatif paparan 

risiko iklim terhadap ketahanan pangan dengan koefisien positif sebesar 2,2567 
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pada tingkat signifikansi 5 persen, yang mengindikasikan bahwa kapasitas 

pemerintahan yang tinggi belum cukup melindungi ketahanan pangan apabila tidak 

disertai kebijakan adaptasi iklim yang responsif dan berpihak pada kelompok 

rentan. Sebaliknya, kualitas regulasi mampu memperlemah dampak negatif risiko 

iklim terhadap ketahanan pangan dengan koefisien sebesar -2,0793 pada tingkat 

signifikansi 5 persen, karena regulasi yang adaptif, konsisten, dan berorientasi 

keberlanjutan mampu menciptakan sistem perlindungan pangan yang lebih tangguh 

dalam menghadapi tekanan perubahan iklim. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transisi menuju 

pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan sekaligus berketahanan pangan 

memerlukan strategi kebijakan terintegrasi. Hal tersebut mencakup penguatan tata 

kelola institusi dan kualitas regulasi, akselerasi pengembangan dan adopsi 

teknologi hijau. Selain itu, peningkatan investasi produktif pada infrastruktur 

pangan dan energi, serta integrasi kebijakan ekonomi biru, ketahanan pangan, dan 

adaptasi perubahan iklim juga harus diimplementasikan sebagai satu kesatuan 

agenda pembangunan berkelanjutan. 

 

5.2 Implikasi dan Saran 

Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritis bahwa hubungan antara 

ekonomi biru, transisi energi, perubahan iklim, dan ketahanan pangan bersifat 

multidimensional serta sangat dipengaruhi oleh kualitas institusional. Penelitian ini 

memperkuat perspektif pembangunan berkelanjutan dan maqashid al-syariah 
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bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan 

ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan menjaga keberlanjutan lingkungan, stabilitas 

pangan, dan kemaslahatan masyarakat. Temuan mengenai pengaruh negatif emisi 

karbon, energi terbarukan, dan ekonomi sirkular biru terhadap keberlanjutan 

ekonomi biru dalam jangka pendek menunjukkan adanya transition cost menuju 

sistem ekonomi berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa 

kualitas regulasi memiliki peran yang lebih efektif dibandingkan dengan efektivitas 

pemerintahan dalam memperkuat kapasitas adaptasi terhadap risiko iklim dan 

menjaga ketahanan pangan. 

Secara praktis, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu 

memperkuat integrasi kebijakan ekonomi biru dan ketahanan pangan. Ditambah, 

menyiapkan mitigasi perubahan iklim melalui pengembangan regulasi yang adaptif 

dan berkelanjutan. Penguatan kualitas regulasi diperlukan untuk menciptakan 

kepastian kebijakan dan meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan. Di sisi 

lain percepatan implementasi transisi energi hijau dan ekonomi sirkular biru juga 

perlu dilakukan secara maksimal.  

Selain itu, pemerintah perlu mendorong investasi pada pengembangan 

teknologi hijau, inovasi maritim, infrastruktur pangan, dan sistem distribusi pangan 

yang lebih efisien. Supaya transformasi menuju pembangunan berkelanjutan tidak 

memperburuk kerawanan pangan dalam jangka pendek. Pemerintah juga perlu 

menyiapkan peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat pesisir, perlindungan 

ekosistem laut, serta penguatan sistem pangan tahan iklim. Hal tersebut menjadi 

langkah strategis untuk menjaga stabilitas pangan dan keberlanjutan ekonomi biru. 
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Saran Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk 

menggunakan indikator yang lebih luas dalam mengukur keberlanjutan ekonomi 

biru dan ketahanan pangan agar mampu menggambarkan kondisi empiris secara 

lebih komprehensif. Selain itu, penelitian mendatang dapat mempertimbangkan 

penggunaan variabel kelembagaan lainnya. Misalnya, penggunaan variabel 

pengendalian korupsi, stabilitas politik, supremasi hukum, maupun kualitas 

birokrasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran 

institusi dalam memperkuat ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi biru. 

Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengelompokkan negara 

berdasarkan tingkat pendapatan, kawasan geografis, atau tingkat kerentanan iklim 

sehingga dapat diketahui perbedaan pengaruh variabel antar kelompok negara. 

Selain itu, penggunaan metode analisis lain seperti Panel Quantile Regression, 

Panel Threshold Regression, atau Spatial Econometric Model dapat digunakan 

untuk menangkap hubungan nonlinier dan efek spasial antarnegara yang belum 

terakomodasi dalam penelitian ini. Penelitian mendatang juga dapat memperluas 

periode observasi serta memasukkan variabel sosial dan lingkungan lainnya seperti 

degradasi ekosistem laut, keamanan energi, kemiskinan, dan kualitas sumber daya 

manusia guna memperkaya analisis terkait pembangunan ekonomi biru 

berkelanjutan dan ketahanan pangan global. 
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Lampiran 1. Penelitian Terdahulu 

Peneliti Tahun Judul Sampel Variabel Metode Hasil 

Nicholas 

Kathijotes 

2013 Blue economy - 

environmental 

and behavioural 

aspects towards 

sustainable 

coastal 

development 

Tidak 

disebutkan 
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spesifik 

Input nutrien, 

dampak 

lingkungan, 

pengelolaan 

sumber daya 

laut 

Tinjauan 

literatur, 

analisis konsep 

dan teknik 

manajemen 

Pendekatan ekonomi biru penting 

untuk pengelolaan laut 

berkelanjutan; perlunya 

pengelolaan nutrien dan 

pengembangan teknologi. 

Anne Maria 

Eikeset dkk. 
2018 

What is blue 

growth? The 

semantics of 

“Sustainable 

Development” of 

marine 

environments 

Tidak 

secara 

spesifik 

menyatakan 

sampel, 

lebih 

berupa 

tinjauan 

konsep dan 

definisi 

Definisi blue 

growth, 

komunikasi 

lintas disiplin, 

stakeholder, 

konsep 

keberlanjutan 

Tinjauan 

literatur dan 

analisis konsep 

Menekankan pentingnya 

komunikasi yang efektif dan 

pemahaman bersama tentang istilah 

blue growth, agar kebijakan dan 

pengelolaan laut dapat berjalan 

secara efektif dan berkelanjutan. 



128 

 
 

Sufian 

Ahammed, 

dkk. 

2024 

Impact of blue 

economy factors 

on the sustainable 

economic growth 

of China 

Data 

sekunder 

time-series 

China 

1980–2019 

EG (GDP per 

capita), TFF 

(Total 

fisheries 

production), 

AFF 

(Agriculture, 

forestry, 

fishing value 

added), AP 

(Aquaculture 

production), 

CAPITAL 

(Gross capital 

formation), 

TRADE 

(Trade % of 

GDP) 

ARDL 

(Autoregressive 

Distributed 

Lag), ADF & 

PP Unit Root 

Test, Bounds 

Test, ECM 

• TFF, AFF, CAPITAL, TRADE 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

China.  

• AP berpengaruh positif dalam 

jangka panjang namun negatif kecil 

di jangka pendek.  

• Terdapat kointegrasi jangka 

panjang antara variabel blue 

economy dan GDP per capita.  

• Blue economy berperan penting 

dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan pencapaian SDG 14. 

Anggi Putri 

Kurniadi 

dkk. 

2024 Analysis of 

Existing and 

Forecasting for 

Coal and Solar 

Energy 

Consumption on 

Climate Change 

in Asia Pacific 

Indonesia, 

Australia, 

China 

(2008–

2023; 

Forecast 

2024–2030) 

Climate 

change 

(carbon 

emissions), 

Coal energy 

consumption, 

Solar energy 

consumption 

Panel 

Regression 

(FEM), 

ARIMA 

Forecasting 

Penelitian menemukan bahwa 

konsumsi energi berbasis batu bara 

memiliki hubungan positif yang 

kuat dengan peningkatan 

perubahan iklim di kawasan Asia 

Pasifik, sedangkan konsumsi energi 

surya menunjukkan hubungan 

negatif terhadap perubahan iklim. 

Hasil proyeksi menunjukkan 

pertumbuhan konsumsi batu bara 
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dan emisi karbon yang belum 

menurun hingga 2030, meskipun 

energi surya terus berkembang 

namun kontribusinya belum cukup 

besar untuk menurunkan emisi 

secara signifikan. 

Hasdi 

Aimon dkk. 

2023 Production, 

Consumption, 

Export and 

Carbon Emission 

for Coal 

Commodities: 

Cases of 

Indonesia and 

Australia 

Indonesia & 

Australia 

(2000–

2022) 

Coal 

production, 

Coal 

consumption, 

Coal export, 

Carbon 

emission (+ 

kontrol) 

2SLS & Panel 

Regression 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa produksi, konsumsi, dan 

ekspor batu bara di Indonesia dan 

Australia secara konsisten 

meningkatkan emisi karbon. Selain 

itu, produksi batu bara dipengaruhi 

oleh besarnya konsumsi dan 

ekspor, sedangkan ekspor sangat 

ditentukan oleh ketersediaan stok 

batu bara. Studi ini menegaskan 

bahwa sektor batu bara masih 

menjadi penyumbang signifikan 

terhadap emisi karbon di kedua 

negara tersebut. 

Astrida 

Rijkure 

2025 Prerequisites for 

Sustainable Blue 

Economy 

Development 

Baltic Sea 

Region 

– Literature 

Review & 

Bibliometric 

Analysis 

Kajian ini menegaskan bahwa 

pengembangan Blue Economy 

yang berkelanjutan memerlukan 

pengelolaan sumber daya laut yang 

efektif, inovasi teknologi, dan kerja 

sama internasional yang kuat. 

Tantangan utama berasal dari 

polusi laut, eksploitasi berlebihan, 
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degradasi habitat, dan dampak 

perubahan iklim. Peluang besar 

muncul dari kemajuan teknologi, 

energi terbarukan laut, serta 

pendekatan ekonomi sirkular yang 

dapat memperkuat keberlanjutan 

kawasan pesisir. 

Dani 

Lukman 

Hakim dkk. 

2025 How Does 

Economic Growth 

Moderate the 

Impact of Energy 

Consumption on 

Carbon 

Emissions? 

Indonesia, 

Australia, 

China 

(2008–

2024) 

CE, NREC, 

REC, EG, 

NRECEG, 

RECEG 

Moderated 

Regression 

Analysis 

Penelitian menunjukkan bahwa 

konsumsi energi tidak terbarukan 

meningkatkan emisi karbon, 

sedangkan energi terbarukan 

cenderung menurunkannya meski 

pengaruhnya belum signifikan. 

Pertumbuhan ekonomi terbukti 

memperkuat pengaruh energi tidak 

terbarukan terhadap peningkatan 

emisi, dan sekaligus mempengaruhi 

hubungan energi terbarukan 

terhadap penurunan emisi. Hal ini 

membuktikan bahwa pertumbuhan 

ekonomi dapat menjadi faktor yang 

memperburuk atau memperbaiki 

kondisi lingkungan tergantung pada 

bauran energi yang digunakan. 

Kamal-un-

Nabi & 

Mohsina 

Hayat 

2025 Blueprint for a 

Sustainable Blue 

Economy: 

Challenges, 

India & 

sektor Blue 

Economy 

global 

Sustainable 

marine 

practices, 

Economic 

Correlation & 

Regression 

Analysis 

Studi ini menyimpulkan bahwa 

Blue Economy berperan besar 

dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi India dan memperbaiki 
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Opportunities, 

and Policy 

Pathways 

growth, 

Livelihood 

indicators 

kesejahteraan masyarakat pesisir. 

Namun, tantangan seperti polusi 

laut, penangkapan ikan berlebih, 

kerusakan habitat, dan perubahan 

iklim masih menjadi hambatan 

utama. Peluang besar tersedia 

melalui pengembangan akuakultur, 

energi terbarukan laut, dan 

ekowisata. Diperlukan tata kelola 

adaptif, inovasi teknologi, serta 

pemberdayaan masyarakat pesisir 

untuk mencapai keberlanjutan 

jangka panjang. 

Michael 

Karikari 

Appiah dkk. 

2023 Blue Economy 

Investment and 

Sustainability of 

Ghana’s 

Territorial Waters 

SMEs 

Ghana 

Organizational 

factors, 

Technological 

factors, 

Supply chain 

risk, 

Environmental 

awareness, 

Perceived 

cost, 

Regulatory 

environment, 

BEI, SSCP 

PLS-SEM Penelitian ini menemukan bahwa 

faktor organisasi, teknologi, risiko 

rantai pasok, kesadaran lingkungan, 

biaya yang dipersepsikan, dan 

regulasi merupakan penentu 

penting bagi perilaku investasi Blue 

Economy. Blue Economy 

Investment (BEI) terbukti 

memediasi hubungan faktor-faktor 

tersebut terhadap kinerja rantai 

pasok berkelanjutan. Hasil ini 

menunjukkan pentingnya integrasi 

faktor internal dan eksternal untuk 

meningkatkan investasi yang 
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mendukung keberlanjutan sumber 

daya laut. 

Mohd 

Rozaimy 

Ridzuan 

dkk. 

2022 Blue Economy in 

Malaysia: An 

Endeavour of 

Achieving the 

SDGs 

Dokumen 

kebijakan 

Malaysia 

– Qualitative 

Content 

Analysis 

Penelitian ini menjelaskan bahwa 

Blue Economy di Malaysia 

memiliki potensi besar dan selaras 

dengan beberapa tujuan SDGs, 

tetapi belum memiliki kebijakan 

nasional yang terintegrasi secara 

menyeluruh. Pemahaman 

masyarakat tentang Blue Economy 

masih rendah sehingga 

menghambat efektivitas 

implementasi. Pemerintah perlu 

memperkuat koordinasi lintas 

sektor, memperbaiki tata kelola 

kelautan, dan meningkatkan 

kesadaran publik agar penerapan 

Blue Economy dapat berjalan lebih 

optimal. 

Agunsoye 

dkk. 

2025 Blue Economy, 

Sustainable 

Development and 

Economic Growth 

in Nigeria 

Nigeria & 

global 

references 

– Literature 

Review 

Studi ini menemukan bahwa Blue 

Economy dapat menjadi alternatif 

penting bagi diversifikasi ekonomi 

Nigeria yang masih bergantung 

pada sektor ekstraktif. Aktivitas 

seperti perikanan, transportasi laut, 

pariwisata pantai, dan energi 

terbarukan laut berpotensi 

meningkatkan pertumbuhan 
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ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat. Namun, keberhasilan 

implementasi sangat bergantung 

pada kualitas tata kelola, investasi 

berkelanjutan, dan perlindungan 

lingkungan laut. 

OECD 2020 A Sustainable 

Ocean Economy 

in 2030 

Global 

multi-sector 

– Scenario 

Analysis & 

Policy 

Modelling 

Laporan ini menunjukkan bahwa 

perekonomian berbasis laut dapat 

menghasilkan manfaat ekonomi 

yang sangat besar pada tahun 2030 

melalui energi terbarukan, 

perikanan berkelanjutan, dan 

pariwisata berbasis ekosistem. 

Namun, ancaman serius seperti 

polusi plastik, perubahan iklim, dan 

degradasi habitat dapat 

menghambat manfaat tersebut. 

Rekomendasi utama meliputi 

penguatan pendanaan biru, 

peningkatan tata kelola, inovasi 

teknologi, dan kebijakan global 

yang mendukung konservasi laut. 

Ebarvia 2016 Economic 

Assessment of 

Oceans for 

Sustainable Blue 

Economy 

Development 

Data 

ekonomi 

sektor 

kelautan 

negara-

negara EAS 

ocean 

economy, 

ecosystem 

services 

Analisis 

deskriptif & 

komparatif 

Studi menemukan bahwa ekonomi 

laut memberikan kontribusi besar 

terhadap pertumbuhan ekonomi, 

tetapi nilai jasa ekosistem seperti 

perlindungan pesisir, 

keanekaragaman hayati, dan 
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penyerapan karbon belum tercatat 

dalam sistem PDB nasional. 

Penelitian menegaskan pentingnya 

valuasi ekonomi laut dan penerapan 

SEEA agar negara dapat 

merumuskan kebijakan ekonomi 

biru yang terukur dan 

berkelanjutan. 

Wang dkk. 2024 Blue Foods 

Security and 

Sustainability 

Artikel 

ilmiah 

dalam topik 

“blue 

foods” 

blue foods, 

aquaculture, 

climate 

resilience 

Editorial 

review 

Kajian ini menunjukkan bahwa 

pangan biru berperan besar dalam 

ketahanan pangan global, tetapi 

produksinya menghadapi tantangan 

ekologis berupa polusi, 

penangkapan berlebih, dan 

perubahan iklim. Ditekankan 

pentingnya teknologi akuakultur 

yang lebih efisien, sistem 

monitoring ekologi, dan kebijakan 

adaptif untuk menjamin 

keberlanjutan pangan biru. 

Hossain 

dkk. 

2021 Seaweeds 

Farming for 

Sustainable 

Development 

Goals and Blue 

Economy in 

Bangladesh 

300 rumah 

tangga 

petani 

rumput laut 

seaweed 

production, 

SDGs, blue 

economy 

Survei, FGD, 

KII, analisis 

deskriptif 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa budidaya rumput laut 

meningkatkan pendapatan 

masyarakat pesisir, menyerap 

karbon, mengurangi eutrofikasi, 

dan mendukung 26 target dari 8 

SDGs. Rumput laut terbukti 

memiliki potensi besar untuk 
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memperkuat ekonomi biru 

Bangladesh melalui penciptaan 

lapangan kerja, peningkatan 

ketahanan pangan, dan perbaikan 

kondisi lingkungan pesisir. 

Bank, 

Duarte & 

Sonne 

2022 Intergovernmental 

Panel on Blue 

Foods in Support 

of Sustainable 

Development and 

Nutritional 

Security 

Literatur 

global 

blue foods, 

IUU fishing, 

sustainability 

risks 

Analisis 

kebijakan 

Artikel menyoroti risiko besar 

terhadap keberlanjutan pangan biru 

seperti IUU fishing, penipuan 

industri, polusi, dan ketidakpastian 

iklim. Penulis mengusulkan 

pembentukan Panel Antar-

Pemerintah Blue Foods yang 

berfungsi seperti IPCC untuk 

memperkuat tata kelola global, 

meningkatkan transparansi rantai 

pasok, dan menjamin keamanan 

pangan berbasis sumber daya laut. 

Hassan dkk. 2025 The Role of the 

Blue Economy, 

Renewable 

Energy, and 

Energy Intensity 

in Mitigating CO2 

Emissions 

Data China 

2001–2023 

aquaculture 

production, 

renewable 

energy, energy 

intensity, CO2 

MMQREG, 

BSQREG 

Penelitian menunjukkan bahwa 

konsumsi energi terbarukan 

berkontribusi pada penurunan emisi 

CO2, sementara energy intensity 

meningkatkan emisi. Produksi 

akuakultur berdampak pada pola 

emisi secara non-linear. Studi 

menegaskan pentingnya kebijakan 

energi rendah karbon untuk 

mendukung transisi China menuju 
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ekonomi biru yang lebih bersih dan 

rendah emisi. 

Wang dkk. 2020 A Sustainable 

Ocean Economy 

in 2030 

Sektor 

kelautan 

global 

sustainable 

oceans, blue 

growth 

Scenario 

analysis 

Laporan ini menemukan bahwa 

ekonomi laut dapat menyumbang 

pertumbuhan ekonomi besar pada 

2030 melalui energi terbarukan 

laut, ekowisata, dan perikanan 

berkelanjutan. Tantangan penting 

seperti polusi plastik, degradasi 

habitat, dan perubahan iklim harus 

ditangani dengan kebijakan 

konservasi yang kuat dan investasi 

inovasi biru. 

Ridzuan 

dkk. 

2022 Blue Economy in 

Malaysia: An 

Endeavour of 

Achieving the 

SDGs 

Dokumen 

kebijakan & 

studi 

nasional 

blue economy, 

SDGs, 

governance 

Content 

analysis 

Studi menunjukkan bahwa 

Malaysia memiliki potensi besar 

dalam ekonomi biru, namun 

implementasinya masih terhambat 

karena belum adanya kerangka 

kebijakan terpadu. Pengelolaan 

lintas sektor, peningkatan literasi 

publik, dan integrasi data kelautan 

diperlukan untuk mengoptimalkan 

kontribusi ekonomi biru terhadap 

SDGs. 

Appiah dkk. 2023 Blue Economy 

Investment and 

Sustainability of 

UMKM 

sektor 

maritim 

Ghana 

organizational 

factors, 

technological 

PLS-SEM Penelitian ini menemukan bahwa 

faktor organisasi, teknologi, risiko 

rantai pasok, kesadaran lingkungan, 

biaya yang dipersepsikan, dan 
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Ghana’s 

Territorial Waters 

factors, BEI, 

SSCP 

regulasi berpengaruh terhadap 

investasi ekonomi biru. Investasi 

tersebut terbukti meningkatkan 

kinerja rantai pasok berkelanjutan 

sehingga memperkuat kontribusi 

ekonomi biru terhadap 

pembangunan nasional. 

Kamal & 

Hayat 

2025 Blueprint for a 

Sustainable Blue 

Economy: 

Challenges, 

Opportunities, 

and Policy 

Pathways 

Sektor biru 

India & 

literatur 

global 

sustainable 

marine 

practices, 

economic 

growth 

Correlation & 

regression 

Penelitian menegaskan bahwa 

ekonomi biru mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan 

memperkuat kesejahteraan 

masyarakat pesisir. Namun 

tantangan seperti polusi, degradasi 

habitat, dan tata kelola yang lemah 

masih menghambat 

implementasinya. Inovasi 

teknologi, kebijakan adaptif, dan 

pemberdayaan komunitas menjadi 

kunci keberlanjutan. 

Febrina 

dkk. 

2025 Assessing the Role 

of the Blue 

Economy in 

Strengthening 

Food Security 

Indonesia, 

Cambodia, 

Philippines, 

Vietnam 

(2012–

2022) 

environmental 

quality, 

renewable 

energy 

utilization, 

technological 

innovation, 

blue economy 

OLS & 

simultaneous 

equation 

Studi ini menemukan bahwa 

kualitas lingkungan meningkatkan 

pemanfaatan energi terbarukan, 

sementara inovasi teknologi 

mendorong pengembangan 

ekonomi biru. Ekonomi biru 

berperan penting dalam 

memperkuat ketahanan pangan di 

ASEAN melalui optimalisasi 
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sumber daya laut, investasi yang 

tepat, dan manajemen populasi 

yang lebih efektif. 

Islam dkk. 2024 Blue Economy of 

Bangladesh and 

Sustainable 

Development 

Goals (SDGs): A 

Comparative 

Scenario 

Data 

sekunder 

Bangladesh 

dan negara 

maju 

Blue economy 

sectors, SDGs, 

ocean 

resources 

Comparative 

analysis & 

secondary data 

review 

Penelitian menunjukkan bahwa 

Bangladesh memiliki potensi besar 

ekonomi biru tetapi menghadapi 

tantangan berupa infrastruktur tidak 

memadai, risiko lingkungan, dan 

kesenjangan regulasi. Studi 

membandingkan praktik negara 

maju dan menemukan bahwa 

Bangladesh dapat mempercepat 

pencapaian SDGs melalui 

penguatan kebijakan, inovasi 

teknologi, pengelolaan sumber 

daya laut, dan kolaborasi 

multistakeholder. 

Abdelhak 

dkk. 

2025 Navigating the 

Nexus Between 

Blue Economy 

and Food Security 

Through 

Bibliometric 

Analysis 

2318 artikel 

(1988–

2022) 

blue economy, 

food security, 

sustainability 

Bibliometric 

analysis 

(Scopus & 

WoS) 

Studi menemukan bahwa hubungan 

ekonomi biru dan ketahanan 

pangan berkembang dari fokus 

perikanan menuju pendekatan 

sosial-ekologis yang lebih luas. 

Analisis mengungkap tema-tema 

penting seperti aquaculture, 

vulnerability, governance, dan 

climate change yang semakin 

dominan serta menunjukkan 

perlunya pendekatan interdisipliner 
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dalam merumuskan kebijakan 

pangan dan kelautan yang 

berkelanjutan. 

Silver dkk. 2015 Blue Economy 

and Competing 

Discourses in 

International 

Oceans 

Governance 

Literatur 

global tata 

kelola laut 

governance, 

marine policy, 

ocean 

discourse 

Discourse 

analysis 

Artikel ini menunjukkan bahwa 

konsep blue economy digunakan 

oleh berbagai aktor dengan makna 

yang berbeda sehingga melahirkan 

diskursus yang saling bersaing 

antara konservasi, ekonomi, dan 

pembangunan. Hasil studi 

menegaskan pentingnya 

keselarasan kepentingan politik dan 

lingkungan untuk menghindari 

pemanfaatan istilah blue economy 

yang hanya bersifat retoris tanpa 

implementasi nyata. 

Techera, 

Erika 

2018 Supporting the 

Blue Economy: 

Legal and Policy 

Frameworks for 

Sustainable 

Oceans 

Kajian 

hukum & 

kebijakan 

global 

marine policy, 

ocean law, 

governance 

Legal analysis Artikel ini menemukan bahwa 

keberhasilan ekonomi biru sangat 

ditentukan oleh efektivitas hukum 

dan tata kelola kelautan. Banyak 

negara belum memiliki kerangka 

regulasi yang komprehensif, 

sehingga eksploitasi sumber daya 

laut kerap tidak terkontrol. Studi 

menekankan perlunya harmonisasi 

hukum, pengawasan penangkapan 

ikan, dan kebijakan yang 
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mengintegrasikan konservasi serta 

pembangunan ekonomi. 

Spalding 2016 The New Blue 

Economy: A 

Framework for 

Ocean Data and 

Digitalization 

Data 

ekonomi 

kelautan AS 

ocean data, 

digital blue 

economy 

Conceptual 

framework 

Studi ini memperkenalkan konsep 

New Blue Economy yang berfokus 

pada pemanfaatan data oseanografi, 

teknologi digital, dan AI untuk 

memperkuat sektor kelautan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

transformasi digital dapat 

meningkatkan efisiensi, prediksi 

risiko, inovasi sektor perikanan, 

energi laut, dan transportasi 

maritim sehingga mendorong 

pertumbuhan berkelanjutan. 

Vedachalam 

dkk. 

2018 Blue Economy for 

India: 

Opportunities and 

Challenges 

Data 

kebijakan 

India 

fisheries, 

marine 

resources, 

coastal 

governance 

Policy review Studi menunjukkan bahwa India 

memiliki peluang besar pada 

perikanan, transportasi laut, dan 

pariwisata pesisir, tetapi 

menghadapi tantangan keterbatasan 

data, degradasi lingkungan, dan 

lemahnya koordinasi antar instansi. 

Penelitian menekankan perlunya 

roadmap nasional, investasi ilmu 

kelautan, dan penguatan 

governance untuk menjadikan 

ekonomi biru sebagai pilar 

pembangunan nasional. 
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Young, 

Oran 

2015 Governing the 

Oceans: 

Institutional 

Challenges for the 

Blue Economy 

Sistem 

institusi 

global 

governance, 

institutions, 

marine regime 

Institutional 

analysis 

Artikel ini menyimpulkan bahwa 

kompleksitas institusi global di 

sektor kelautan menciptakan 

tumpang tindih kewenangan yang 

menghambat pengelolaan sumber 

daya laut. Keberhasilan ekonomi 

biru menuntut penguatan 

koordinasi antarnegara, reformasi 

rezim laut internasional, dan 

pendekatan adaptif untuk 

menghadapi tekanan perubahan 

iklim dan intensifikasi pemanfaatan 

laut. 

Manso dkk. 2023 Renewable 

Energies and the 

Blue Economy: 

New Trends and 

Integration 

Data energi 

terbarukan 

laut EU 

renewable 

ocean energy, 

blue economy 

Mixed-method 

review 

Penelitian menemukan bahwa 

integrasi energi terbarukan laut 

seperti offshore wind dan tidal 

energy dapat memperkuat ekonomi 

biru Eropa dan mempercepat 

transisi energi bersih. Tantangan 

terbesar meliputi biaya teknologi 

yang tinggi, perizinan rumit, serta 

kebutuhan harmonisasi kebijakan 

lintas negara. 
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Lampiran 2. Hasil Analisis Penelitian 

 

A. Statistik Deskriptif 

Variable Obs Mean Std. dev. Min Max 

FSI 121 6.502479 4.66968 2.5 20.6 

BES 121 72.22579 6.824727 57.43 85.07 

LCE 121 6.359898 1.59497 2.518067 9.546273 

RE 121 20.29917 26.3474 0 91.5 

CRE 121 .6343683 .3058785 0 1 

GFCF 121 23.0479 10.87078 0 43.38035 

TD 121 124833.6 383448.7 2 167215 

PG 121 1.39358 1.418611 -2.55377 5.383802 

CBE 121 5.512397 6.792626 0 26.8 

IQ1 121 -.0282459 .6459689 -1.161882 1.090436 

IQ2 121 -.2993227 .6571274 -1.782236 1.096597 

 

B. Uji Multikoleniaritas Persamaan 1 

Variabel VIF 1/VIF 

IQ2 8.95 0.111703 

IQ1 8.08 0.123755 

LCE 2.79 0.358283 

TD 2.67 0.374050 

RE 1.92 0.520820 

CBE 1.56 0.641046 

Statistik Nilai 

Mean VIF 4.33 

 

C. Uji Multikolinearitas Persamaan 2 

Variabel VIF 1/VIF 

CE 4.28 0.233831 

RE 3.49 0.286695 

GFCF 2.88 0.346628 

CRE 2.78 0.359344 

L1.FSI 1.80 0.554223 

BES 1.60 0.626232 

PG 1.57 0.637639 

Statistik Nilai 

Mean VIF 2.63 

 

D. Dynamic panel-data estimation, system GMM Persamaan 1 

Keterangan Nilai 

Group variable id 

Time variable period 

Number of obs 110 

Number of groups 11 
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Number of instruments 17 

Obs per group (min) 10 

Obs per group (avg) 10.00 

Obs per group (max) 10 

F(7, 102) 5413.83 

Prob > F 0.000 

 

Hasil Estimasi 

BES Coefficient Std. err. t P>|t| [95% conf. interval] 

L1. BES .2801883 .2460155 1.14 0.257 -.2077824 .7681589 

LCE -7.327805 2.439317 -3.00 0.003 -12.16618 -2.489431 

RE -.3580849 .1168167 -3.07 0.003 -.5897903 -.1263796 

LTD 4.078588 1.385841 2.94 0.004 1.329779 6.827396 

CBE -.222998 .0962524 -2.32 0.023 -.4139142 -.0320819 

CBE_IQ1 -1.938665 .6165814 -3.14 0.002 -3.161651 -.7156787 

CBE_IQ2 3.3409 1.03241 3.24 0.002 1.293119  5.388682 

_cons 76.61869 24.69947 3.10 0.002 27.62741 125.61 

 

Instruments for orthogonal deviations equation 

Jenis Instrumen 

Standard FOD.(LCE RE TD CBE CBE_IQ1 CBE_IQ2) 

GMM-type L(1/10).L.BES collapsed 

 

Instruments for levels equation 

Jenis Instrumen 

Standard LCE RE TD CBE CBE_IQ1 CBE_IQ2, _cons 

GMM-type D.L.BES collapsed 

 

Uji Diagnostik 

Pengujian Nilai 

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences z = -1.13 ; Pr > z = 0.256 

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences z = -0.53 ; Pr > z = 0.599 

Sargan test of overid. restrictions chi2(9) = 21.21 ; Prob > chi2 = 0.667 

 

  



144 

 
 

E. Dynamic panel-data estimation, system GMM Persamaan 2 

Keterangan Nilai 

Group variable id 

Time variable period 

Number of obs 110 

Number of groups 11 

Number of instruments 16 

Obs per group (min) 10 

Obs per group (avg) 10.00 

Obs per group (max) 10 

Wald chi2(7) 10593.67 

Prob > chi2 0.000 

 

Hasil Estimasi 

FSI Coefficient Std. err. t P>|t| [95% conf. interval] 

L1. FSI 1.371143 .1079626 12.70 0.000 1.156948 1.585338 

BES -.1988305 .0682926 2.91 0.004 .0633399     .3343211 

LCE .7847693 .3013883 2.60 0.011 .1868234     1.382715 

RE .0465116 .0166676 2.79 0.006 .0134435     .0795798 

GFCF -.0702301 .0282962 -2.48 0.015 -.1263689 -.0140912 

PG .1503081 .0868466 1.73 0.087 -.0219931     .3226093 

CRE 2.369622 1.00306 2.36 0.020 .3795799     4.359664 

CRE_IQ1 2.256663 1.030652 2.19 0.031 .2118794     4.301446 

CRE_IQ2 -2.079317 .9730263 -2.14 0.035 -4.009773 -.1488601 

_cons -23.11013 7.246213 -3.19 0.002 -37.48641 -8.733845 

 

Instruments for first differences equation 

Jenis Instrumen 

Standard FOD.(CE RE GFCF PG CRE CRE_IQ1 CRE_IQ2) 

GMM-type L(1/10).L.FSI collapsed 

 

Instruments for levels equation 

Jenis Instrumen 

Standard CE RE GFCF PG CRE CRE_IQ1 CRE_IQ2 

GMM-type D.L.FSI 

 

Uji Diagnostik 

Pengujian Nilai 

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences z = 0.24; Pr > z = 0.813 

Arellano-Bond test for AR(2) in first differences z = 0.29; Pr > z = 0.772 

Sargan test of overid. restrictions chi2(9) = 26.77; Prob > chi2 = 0.991 

 


